
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUS.A TENGGARA TIMUR

NOMOR4A.TAIIUN 2OT4

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2o10 tentang standar Akuntansi
Pemerintahan dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 64 Tahun 2Ot3 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah

Daerah, maka Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah perlu
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor fta9/1; L



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor l15, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana 1s1ah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOg

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O13

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 1425);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Meaetap&aa:PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

timur. I



2.

.),

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD

adalah perangkat daerah pada pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur selaku pengguna anggaran / pengguna barang'

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku pengguna

anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah'

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

BLUD adalah BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

9. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat

dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

pemerintah daerah.

10. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan' pengukuran'

pengklasifrkasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian

keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas

hasilnya. I



11. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

menJrusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

12. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,

beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial

berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran

berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

13. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya

disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan

tanggal efektif.

14.Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan

dan penyajian laporan keuangan.

15. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-

prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan

praktik-praktik spesifrk yang dipilih oleh pemerintah daerah

sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan

pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar

periode maupun antar entitas.

16. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,

penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan

fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan

pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan

daerah. L



17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah.

18. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan

peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dibayar.

19. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar.

20. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang

mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas

serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

21. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria

pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan

akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi

unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,

pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan

termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang

bersangkutan.

22. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan

keuangan.

23. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan

secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh p..rgg,r.rr. f,



24. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRf,, belanja, transfer, surplus/defisit_LM,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi

kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi

keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan

ekuitas dana pada tanggal tertentu.

27.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah

laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam

pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari

suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan

dengan periode sebelumnya.

28. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah

laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu

periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada

tanggal pelaporan.

29. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai

perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,

surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. I



30. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat

CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos

yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK

dalam rangka pengungkapan yang memadai.

31. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan

akuntansi dan menJrusun laporan keuangan untuk

digabungkan pada entitas pelaporan.

32. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari

satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan

keuangan.

33. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas

Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak

pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah daerah.

34. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

35. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

36. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang

dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban. L



37. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

38.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau

dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah

daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya.

39. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber

daya ekonomi pemerintah daerah.

40. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

daerah.

41. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar

akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi

sesuai dengan yang seharusnya.

42. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode

untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang
dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu
pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan
atau pada periode yang berjalan.

43. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah
daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan
yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam
pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah

daerah. zL



BAB II

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(l) SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam

melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal,

posting kedalam buku besar, penJrusunan neraca saldo serta

penyajian laporan keuangan.

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Neraca;

d. Laporan operasional;

e. Laporan arus kas;

f. Laporan perubahan ekuitas; dan

g. Catatan atas laporan keuangan.

(3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Sistem akuntansi PPKD; dan

b. Sistem akuntansi SKPD.

(4) Dokumen SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

sistematika sebagai berikut:

Bab I Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan

Daerah

a. Pendahuluan;

b. Tujuan laporan keuangan;

c. Tanggung jawab atas laporan keuangan; f



d. Informasi dalam laporan keuangan;

e. Periode pelaporan dan ketepatan waktu pelaporan;

f. Komponen Laporan Keuangan; dan

g. Keterbatasan Laporan Keuangan.

Bab II Sistem Akuntansi SKPD

a. Akuntansi anggaran;

b. Akuntansi pendaPatan;

c. Akuntansi belanja dan beban;

d. Akuntansi aset;

e. Akuntansi kewajiban;

f. Jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian;

g. Jurnal, buku besar, dan neraca saldo; dan

h. PenYusunan LaPoran Keuangan'

Bab III Sistem Akuntansi PPKD

a. Akuntansi anggaran;

b. Akuntansi PendaPatan;

c. Akuntansi belanja dan beban;

d. Akuntansi aset;

e. Akuntansi kewajiban;

f. Akuntansi PembiaYaan;

g. Jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian;

h. Jurnal, buku besar, dan neraca saldo; dan

i. Peny'usunan Laporan Keuangan' f.



Bab IV Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Konsolidasian

a. Penyr.rsunan LRA, jurnal penutup LRA, dan Neraca

Saldo setelah Penutupan LRA;

b. Penyusunan LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo

setelah Penutupan LO;

c. Penyusunan Neraca, jurnal penutup akhir, dan

Neraca Saldo Akhir;

d. Penyusunan Laporan Perubahan SAL;

e. Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas;

f. Penyusunan LaPoran Arus Kas; dan

g. Penlrrsunan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab V Penutup

(5) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh PA/KPA'

(2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh PPKD' L



(3) Sistem akuntansi SKPD dan Sistem akuntansi ppKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui Sistem

Akuntansi Pelaporan Keuangan Konsolidasian dilaksanakan

oleh PPKD.

Pasal 4

Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan

dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada

buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau

kejadian keuangan.

(3) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam

buku jurnal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya

secara periodik diposting ke dalam buku besar sesuai dengan

kode rekening berkenaan.

(4) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditutup dan

diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan.

(5) Proses akuntansi dapat dilakukan secara manual atau

terkomputerisasi.

Pasal 5

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai entitas

pelaporan men5rusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi men5rusun Laporan

Keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk
digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. I

(1)

12)

(1)

(2t



(3) Pemimpin BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun Laporan

Keuangan BLUD yang disampaikan kepada PPKD untuk

digabung ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah

sesuai standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

Pemimpin BLUD sebagai entitas pelaporan men5rusun Laporan

Keuangan BLUD sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang

disampaikan kepada Gubernur dan diaudit oleh pemeriksa

eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun

2OO8 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2oo8 Nomor 149 SERI E Nomor 128) dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Penerapan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan secara

bertahap dan diterapkan secara penuh paling lambat pada

tanggal 1 Januari 201.5. L

(4)



II- PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
A\nt@
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FRAITSISXUS SALEM

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 3 €u^ll 2OL4

I 
"* n" LnsvRG,.

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 5 TuNt 2ol4

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2OI4 NOMOR O,E.

J 
cueenNun NUSA TENGcY *u,*,4



LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :ra TAHUN 2014
T

BAB I
GAMBARANUMI]M

SISTEM AKI]NTAIISI PEMERINTAH DAERAH

Pendahuluan

S.I,PD merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka
implementasi SAP berbasis akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip
dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian

prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya

berupa buku jumal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri.

Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa sekaligus

menegaskan transaksi apa dicatat bagaimana. Pedoman ini dapat diuraikan dalam sebuah

penjelasan langkah demi langkah yang dijelaskan melalui sebuah gambaran deskriptif

atau bagan alir. Intinya SAPD sebagai suatu pedoman dapat dipahami dan dilaksanakan

oleh para petugas khususnya fungsi akuntansi.

Tuj uan laporan keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,

realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas

suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi 
- 

keputusan mingenai alokasi sumber daya. Secara spesifilq tujuan

pelaioran keuangan pemerintahadalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk

pengambitan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas

sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

l. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban' dan

ekuitas pemerintah;

2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi'

kewaj iban, dan ekuitas Pemerintah;

3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya

ekonomi;

4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan

memenuhi kebutuhan kasnYa;

6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1



D.

Tanggung jawab atas laporan keuangan

Pemimpin entitas pelaporan dan entitas akuntansi masing-masing bertanggung j awab atas

penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Informasi dalam laporan keuangan

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dengan menyajikan
informasi:

1. Nama SKPD/ Pemda;

2. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa
entitas akuntansi;

3. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai
dengan komponen-komponen laporan keuangan;

4. Mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan

5. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan
keuangan.

Periode pelaporan dan ketepatan waktu pelaporan

1. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, kecuali atas
Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan secara semesteran atau triwulanan sesuai
kebutuhan.

2, Batas waktu penyampaian laporan keuangan entitas pelaporan untuk diaudit
pemeriksa ekstemal selambatJambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran, dan entitas akuntansi kepada entitas pelaporan selambat-lambatnya 2 (dua)
bulan setelah berakhimya tahun anggaran.

Komponen Laporan Keuangan

l. Laporan Realisasi Anggaran

a. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA,
belanjq transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, dan dengan realisasi
periode sebelumnya.

b. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas pada
halaman pertama, dan dapat diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap
perlu, informasi berikut:

l) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
2) cakupan entitas pelaporan;
3) periode yang dicakup;
4) mata uang pelaporan; dan
5) satuan angka yang digunakan.

c. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu
tahun.

d. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah
daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

F.



Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/pemerintah daerah dalam
satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai
berikut:

l) Pendapatan-LRA;
2) Belanja;
3) Transfer;
4) Surplus/defi sit-LRA;
5) Penerimaan pembiayaan;
6) Pengeluaran pembiayaan;
7) Pembiayaan neto; dan
8) Sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

g. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan
anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan
yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci
lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Penjelasan lebih
rinci dapat pula disajikan dalam bentuk lampiran.

h. Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dalam Catatan
atas Laporan Keuangan Tahunan.

1) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-

LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis
pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam
Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyaj ikan secara komparatif dengan
periode sebelumnya pos-pos berikut:

1) Saldo Anggaran Lebih Awa[;
2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
5) LainJain; dan
6) Saldo Anggaran Lebih Aktir.

b. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-

unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Neraca

a. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal te(entu.



b, Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset

lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban
jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

c. Setiap entitas akuntansTentitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan
kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau

dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-
jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua

belas) bulan.

d. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang
akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya
klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk
memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam
periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka
panjang.

e. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat
untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.
Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti
persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset
diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan
sebagai kewajiban jangka pendek danjangka panjang.

f. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, dengan pos-pos
sebagai berikut:

1) kas dan setara kas;
2) investasi jangka pendek;

3) piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lainJain;
4) persediaan;
5) investasi jangka panjang;
6) aset tetap;
7) kewaj iban j angka pendek;
8) kewajiban jangka panjang;
9) ekuitas.

g. Pos-pos Neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk daftar atau lampiran.

h. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada
faktor-faktor berikut ini:

1) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
2) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
3) Jumlah, sifat, danjangka waktu kewajiban.

4. Laporan Arus Kas

a. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan.

b. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,
pendanaan, dan transitoris.
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c. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah
adalah Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Badan Layanan Umum
Daerah.

d. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan
untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi, merupakan
indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan
kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionatnya di masa yang akan
datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

e. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoteh dari:

Penerimaan Pajak Daerah;
Penerimaan Retribusi Daerah;
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
Lainlain PAD yang Sah;
Dana Bagi Hasil Pajak;
Dana Bagi Hasil SDA;
Dana Alokasi Umum;
Dana Alokasi Khusus;
Dana Penyesuaian;
Penerimaan Bagi Hasil Pajak;
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya;
Penerimaan Hibah;
Penerimaan Dana Darurat;
Penerimaan Lainnya;
Penerimaan dari Pendapatan Pos Luar Biasa;

f. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

l) Pembayaran Pegawai;
2) Pembayaran Barang;
3) Pembayaran Bunga;
4) Pembayaran Subsidi;
5) Pembayaran Hibah;
6) Pembayaran Bantuan Sosial;
7) Pembayaran Belanja Tidak Terduga;
8) Pembayaran Bagi Hasil Pajak;
9) Pembauaran Bagi Hasil Retribusi;
10) Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
11) Pembayaran Kejadian Luar Biasa.

g. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan
persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga
tersebut diklasifi kasikan sebagai aktivitas operasi.

h. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain,
yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal,
atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut
harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijetaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)
1l)
12)
t3)
14)
l5)
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i. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas
bersih dalam hal:

1) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat
(benefciaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain
daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama
operasional.

2) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya
cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

j. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan
menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke
dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

k. Arus kas dari transaksi penerimaan bunga dan bagian laba mengikuti ketentuan
berikut:

1) Setiap transaksi dari arus kas penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran
beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari
bagian laba perusahaan daerah atau perusahaan lainnya harus diktasifikasikan
kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

2) Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas
operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga
pada periode akuntansi yang bersangkutan.

3) Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus
kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga
dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

4) Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang
dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar
diterima dari bagian laba perusahaan negara./daerah dalam periode akuntansi
yang bersangkutan.

l. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan
untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak
termasuk dalam setara kas.

m.Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas
bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan
untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di
masa yang akan datang.

n. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

l) Penerimaan dari Pencairan Dana Cadangan
2) Penerimaan dari Penjualan Tanah
3) Penerimaan dari Penjualan Mesin dan Peralatan
4) Penerimaan dari Penjualan Gedung dan Bangunan
5) Penerimaan dari Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi
6) Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
7) Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya
8) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9) Penerimaan dari Penjualan Investasi Permanen
10) Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen

o. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

l) Pembentukan Dana Cadangan
2) Perolehan Tanah
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3) Perolehan Mesin dan Peralatan
4) Perolehan Gedung dan Bangunan
5) Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi
6) Perolehan Aset Tetap Lainnya
7) Perolehan Aset Lainnya
8) Penyertaan Modal Pemda
9) Perolehan Investasi Non Permanen

p. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang
jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi
piutang j angka panjang dan utang j angka panjang.

q. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas
yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

r. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

l) Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat;
2) Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya;
3) Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank;
4) Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank;
5) Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi;
6) Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya;
7) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
8) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
9) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya.

s. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

l) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah pusat;
2) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya;
3) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank;
4) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank;
5) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi;
6) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya;
7) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
8) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
9) Pemberian Pinjaman kepada Pemda Lainnya.

t. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak
termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

u. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas
bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah
daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK), Titipan Uang Retensi, pemberian/penerimaan kembali uang
persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. pFK
menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SPIWSP2D
atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.
Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

v. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan
transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan
dari bendahara pengeluaran.
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w. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran pFK dan
pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan
kepada bendahara pengeluaran.

x, Perolehan dan Pelepasan Investasi pemerintah Dalam perusahaan
Daerah,{Kemitraan dan Unit Operasi Lainnya.

l) Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan
dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metodi biaya.

2) Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitra;n dicatat
sebesar nilai kas yang dikeluarkan.

3) Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan
negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

4) Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit
operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.

5) Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya
sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas
tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan,
dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan
dengan perolehan investasi lainnya.

6) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi
lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi
tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan
negara,/daerah dan unit operasi lainnya.

y. Pengungkapan berikut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

l) Metode yang digunakan dalam penyajian Laporan Arus Kas, yaitu metode
langsung.

2) Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan
unit operasi lainnya selama satu periode, berikut:
a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan

setara kas;
c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi

lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan

negara,/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
3) Transaksi Bukan Kas

a) Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan
penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporian dalam
Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

b) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan
tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak
mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas
yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui
pertukaran atau hibah.

4) Entitas pelaporan yang mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang
signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas.

5) Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna
laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas *utu *:titu,
pelaporan.



6) Adanya kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas seperti kas
yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggun.ulnnya
untuk kegiatan tertentu.

z. Penyaj ian Laporan Arus Kas mengunakan Metode Langsung yaitu metode
penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas
bruto harus diungkapkan.

5. Laporan Operasional

a) Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-Lo,
beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

b) Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

c) Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secarajelas, dan, jika diaaggap
perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

1) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya:
2) cakupan entitas pelaporan;
3) periode yang dicakup;
4) mata uang pelaporan; dan
5) satuan angka yang digunakan.

d) Laporan operasional mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos
sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO;
2) Beban;
3) Surplus (Defisit) dari Operasi;
4) Kegiatan Non Operasional;
5) Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa;
6) Pos Luar Biasa;
7) Surplus (Defisit)-Lo.

e) Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas
pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi
fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

f) Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta
susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi
dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat
serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

g) Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-
beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban
penlusutar/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji
dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu
entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan
entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai
fungsi.
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h) Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban
dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini
memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan
laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke
fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pe(imbangan tertentu.

i) Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi
mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, a.l.
meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan
beban bunga pinjaman.

j) Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada

faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua
metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung
maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan.
Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai
kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih
salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak,

k) Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan
pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

l) Pengungkapan Laporan Operasional dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
memuat:

1) Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut
sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada
Catatan alas Laporan Keuangan.

2) Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi
jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang
dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi
beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang
menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

6. Laporan Perubahan Ekuitas
a) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

1) Ekuitas awal
2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain

berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan
akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya:

b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4) Ekuitas akhir.
b) Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-

unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

7 . Catatan atas Laporan Keuangan

1) Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a) Informasi Umum tentang Entias Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
10



b) Informasi tentang kebijakan fiskal&euangan dan ekonomi mako;
c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan

hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan

akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-
kej adian penting lainnya;

e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka
laporan keuangan;

f) Informasi yang diharuskan oleh Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyaj ian yang wajar, yang tidak
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2) Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan
Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

3) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis
atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus
Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan
Keuangan adalah penyaj ian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh
Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban
kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

4) Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan:

a) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
b) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan

ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan
oleh suatu entitas pelaporan; dan

c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan
keuangan.

G. Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang
terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki
keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.

2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna.
Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara
langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.

3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.

4. Hanya melaporkan informasi yang material.
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5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa
kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipitih altematif
yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.

6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan
realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas),

7. Adanya berbagai altematif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga
menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis antar pemerintahan.
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BAB N
SISTEM AKUNTANSI

SATUAN KERJA PERAIIGKAT DAERAH
(AKUNTANSI SKPD)

Deskripsi Kegiatan

Segiatan akuntansi pada SKPD meliputi pencatatan atas transaksi Aset, Kewajiban,
Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, pendapatan-LO, Beban, SurpluVDefisit
Kegiatan Non Operasi, dan Pendapatan/Beban Pos Luar Biasa.

Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKpD berdasarkan dokumen sumber yang
diserahkan oleh bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bidang/bagian
barang/aset daerah, dan bidang/bagian pendapatan. ppK-SKpD melakukan pencatatan
transaksi padajumal khusus ataujurnal umum.

Jenis Laporan Keuangan SKPD terdiri atas:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b) Neraca;

c) Laporan Operasional (LO);

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Akuntansi Anggaran pada SKPD

Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah
daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan
membentuk Estimasi Perubahan SAL. Estimasi perubahan SAL ini merupakan akun
perantara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran.

l) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan SKpD adalah:

a) Pengguna Anggaran

b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (ppK-SKpD)

2) Langkah-Langkah Teknis

Berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), ppK-SKpD
mencatat "Estimasi Pendapatan" di debet sebesar total anggaran pendapatan, dan
"Apropriasi Belanja" di kredit sebesar total anggaran belanja. Selisitrantaru urgg*un
pendapatan dan anggaran belanja dicatat .,Estimasi perubahan SAL,, di debet. 

-Atas

transaksi di atas, PPK-SKPD membuat berikut:
Nama Rekening Debet Kredit

Estimasi Pendapatan
Estimasi Perubahan SAL

Apropriasi Belanja

xxx
xxx

xxx
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C. Akuntansi Pendapatan SKPD

l. Pihak Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD antara lain
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD
dan PA/I(PA.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, PPK-SKPD
melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi&ejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan
bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal
LO dan Neraca;

2) melakukan posting jumal transaksi/ kejadian pendapatan LO dan pendapatan
LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek);

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas
penerimaan;

2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan;

3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.

c. PA/KPA
1) menandatangani/mensahkan dokumen Surat Ketetapan PajaklRetribusi Daerah;

2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi
SKPD.

3. Langkah-Langkah Teknis dan Jurnal Standar

Bagian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh PPK SKPD

dalam melakukan pencatatan transaksi pendapatan. Transaksi pendapatan SKPD
merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Dalam hal instansi pemungut pajak terpisah dari

bendahara umum daerah (BUD), maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat pada

instansi tersebut. Sebaliknya apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat

pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, pajak daerah dianggarkan dan

dicatat oleh PPKD. Ilustrasi pencatatan dalam hal instansi pemungut pajak terpisah

dari PPKD disajikan sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak dapat didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Daerah maupun penyetoran langsung oleh masyarakat.
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Dokumen

Kelompok Pendapatan Jenis Pendapatan Dokumen

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yane Sah

SKPD/SKRD/STS/TBP/
Dokumen Lain Lain



Terhadap kedua cara pemungutan tersebut pengakuan pendapatan pajak dilakukan
pada saat penyetoran oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Daerah.

Lanekah-lanekah teknis
SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP
Daerah) terkait. Selain disampaikan kepada Wajib Pajak (WP), SKP Daerah
tersebut akan didistribusikan kepada PPK-SKPD. SKP Daerah tersebut akan
menjadi dokumen sumber dalam mengakui pendapatan pajak daerah setelah
dilakukan pembayaran. Terhadap transaksi tersebut PPK-SKPD mengakui
pendapatan pajak dengan mencatat "Kas di Bendahara Penerimaan" di debet dan

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD mencatat "Estimasi Perubahan
SAL" di debet dan "Pendapatan Pajak Daerah-LRA (sesuai rincian objek terkait)"
di kredit

Atas pajak yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran ke Kas Daerah
dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS tersebut, PPK-
SKPD mencatat *RK PPKD" di debet dan "Kas di Bendahara Penerimaan" di

Pada akhir tahun terhadap SKP Daerah yang belum dilunasi, PPK SKPD mencatat
"Piutang Pajak Daerah (sesuai rincian objek terkait)" di debet dan "Pendapatan

Daerah- sesuat nnctan terkait)" di kredit

Kelompok pendapatan retribusi untuk memenuhi kewaj iban dalam periode tahun
berjalan, diakui ketika pembayarannya telah diterima.

Lanekahlanekah teknis

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda
Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk
mengakui pendapatan dengan mencatat "Kas di Bendahara Penerimaan,,di debet
dan "Pendapatan Retribusi Daerah-LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit

t4

Daerah-LO (sesuai rincian terkait
Nama Rekening Debet Kredit

Kas di Bendahara Penerimaaan

Pendapatan Pajak Daerah-Lo
xxx

xxx

Nama Rekening Debet Kredit
Estimasi Perubahan SAL

Pendapatan Pajak Daerah-LRA
xxx

xxx

kredit
Nama Rekening Debet Kredit

RK PPKD
Kas di Bendahara Penerimaaan

xxx
xxx

Pendapatan Pajak Daerah-LO

Nama Rekening Debet Kredit
Kas di Bendahara Penerimaaan

Pendapatan Retribusi Daerah-LO
xxx

xxx



Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pendapatan retribusi, ppK-
SKPD mencatat "Estimasi Perubahan SAL,,di debet dan .,pendapatan Retribusi

Atas retribusi yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran ke Kas Daerah
dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS tersebut, ppK-
SKPD mencatat "RK PPKD" di debet dan "Kas di Bendahara penerimaan,,di

Pada akhir tahun terhadap SKR Daerah yang belum dilunasi, PPK SKPD mencatat
"Piutang Retribusi Daerah (sesuai rincian objek terkait),, di debet dan
"Pendapatan Retribusi Daerah-LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan

Nama Rekening Debet Kredit
Piutang Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO
xxx

xxx

D. Akuntansi Belanja dan Beban SKPD

l. Pihak-Pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara lain pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Bendahara Pengeluaran SKPD.
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja PPK-SKPD melaksanakan fungsi
akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:
l) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti bukti transaksi

yang sah dan valid ke Buku Jumal LRA dan Buku Jumal LO dan Neraca.

2) melakukan posting jumal-jumal transaksi/kejadian beban dan belanja kedalam
Buku Besar masing masing rekening (rincian objek).

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LpE) ,
dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Pengeluaran SKPD

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku
kas umum SKPD.

2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang Digunakan

Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO dan kewenangan atas beban tersebut:
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Daerah-LM (sesuai rincian di kedit umal:
Nama Rekening Debet Kredit

Estimasi Perubahan SAL'
Pendapatan Retribusi Daerah-LM

xxx
xxx

kredit
Nama Rekening Debet Kredit

RKPPKD
Kas di Bendahara Penerimaaan

xxx
xxx



Uraian Dokumen
Belanja OperasiLO

Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Hibah
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang
Beban Lain-lain

Daft ar Gaj iiSP2DlDokumen lain
BAST/SP2D/Dokumen lain
NPHD/SP2DiDokumen lain
Bukti memoriaVdokumen lain
Bukti memorial/dokumen lain
SP2D/Dokumen lain

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA dan kewenangan atas belanja tersebut:

3. Langkah-Langkah Teknis

a) Belanja dan Beban Pegawai

l) Pencairan Uang Persediaan dari BUD/I(uasa BUD

Bendahara Pengeluaran SKPD menerima SP2D untuk pengisian Up dalam
bentuk transfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan bukti
transaksi tersebut, PPK-SKPD mencatat jumal '.Kas di Bendahara

di debet dan "RK PPKD" di kredit
Nama Rekening Debet Kredit

Kas di Bendahara Pengeluaran

RK PPKD
xxx

xxx

Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Uang Persediaan

Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi beban pegawai
yang menggunakan uang persediaan. Berdasarkan bukti transaksi tersebu! ppK-
SKPD mencatat jumal "Beban Pegawai" di debet dan ,,Kas di Bendahara

luaran" di kredit
Nama Rekening Debet Kredit

Beban Pegawai

Kas di Bendahara Pengeluaran
xxx

xxx

2)
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Uraian Dokumen
Belanja Operasi

Belanja Pegawai
Belanja Barang
Hibah (Uang, barang dan Jasa)
Bantuan Sosial (uang dan barane)

Daft ar Gaji/SP2D/Dokumen lain
BAST/SP2D/Dokumen lain
NPHD/SP2D/Dokumen lain
Keputusan Gubemur/ SP2D/ Dokumen lain

Belanja Modal
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya

Sertifi kat/BAST/SP2D/Dokumen lain
BAST/SP2D/Dokumen Iain
BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen lain
BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen lain
BAST/SP2D/Dokumen lain
BAST/SP2D/Dokumen lain



Sebagai transaksi realisasi anggaran realisasi belanja pegawai, ppK-sKpD
mencatat "Belanja Pegawai" di debet dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit

urnal:

Nama Rekening Debet Kredit
Belanja Pegawai

Estimasi Perubahan SAL
xxx

xxx

Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Mekanisme LS Pengakuan beban
pegawai yang menggunakan mekanisme LS dilakukan berdasarkan SP2D LS.
SP2D LS ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat "Beban Pegawai -
LO" di debet dan "RK PPKD" di kredit

Nama Rekening Debet Kredit
Beban Pegawai

RK PPKD
xxx

xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja pegawai, ppK-
SKPD mencatat "Belanja Pegawai" di debet dan "Estimasi Perubahan SAL,, di
kredit urnal:

Nama Rekening Debet Kredit
Belanja Pegawai

Estimasi Perubahan SAL
xxx

xxx

Belanja Pegawai tersebut dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum
potongan-potongan. Berbagai potongan atas Belanja Pegawai tidak dicatat oleh
PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

Pengajuan Ganti Uang

Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan sp2D GU. sp2D GU
ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat "Kas di Bendahara
Pen di debet dan "RK PPKD" di kredit urnal:

Nama Rekening Debet Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran

RK PPKD
xxx

xxx

b) Belanja dan Beban Barang dan Jasa

l) Pencairan Uang Persediaan dari BUD/I(uasa BUD

Bendahara Pengeluaran SKPD menerima sP2D untuk pengisian Up dalam
bentuk transfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan bukti
transaksi tersebut, PPK-SKPD mencatat jurnal "Kas di Bendahara

uaran" di debet dan "RK PPKD" di kredit urnal:
Nama Rekening Debet Kredit

Kas di Bendahara Pengeluaran

RK PPKD
xxx

xxx

3)

4)
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3)

2) Belanja dan Beban Barang Menggunakan Uang Persediaan

Bendahara di kedit
Nama Rekening Debet Kredit

Beban Barang dan Jasa

Kas di Bendahara Pengeluaran
xxx

xxx

Khusus untuk pengadaan barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis,
belanja bahan/material, PPK-SKPD mencatat "Beban persediaan,'di debet dan
"Kas di bendahara di kedit

Nama Rekening Debet Kredit
Beban Persediaan

Kas di Bendahara Pengeluaran
xxx

xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja, PPK-SKPD
mencatat "Belanja Barang dan Jasa (sesuai rincian objek terkait)" di debet dan
"Estimasi Perubahan di kreditSAL

Nama Rekening Debet Kredit
Belanja Barang dan Jasa

Estimasi Perubahan SAL
xxx

xxx

Belanja dan Beban Barang dan Jasa Menggunakan Mekanisme LS

Pengakuan beban barang yang menggunakan mekanisme LS dilakukan
berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima
Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat "Beban
Barang dan Jasa (sesuai rincian objek terkait|' di debet dan "Utang Belanja

dan Jasa....." di kedit
Nama Rekening Debet Kredit

Beban Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa

x)(-x

xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban barang
tersebut. Berdasarkan SP2D pelunasan utang beban tersebut, PPK-SKPD
mencatat "Utang Belanja Barang" di debet dan "RK PPKD" di kedit dengan

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja, PPK-SKPD
mencatat "Belanja (sesuai rincian objek terkait)" di debet dan "Estimasi
Perubahan SAL" di kredit

Nama Rekening Debet Kredit
Belanja

Estimasi Perubahan SAL
xxx

)L\X

Belanja barang tersebut dicatat berdasarkan nilai bruto.
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Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi beban barang
dengan menggunakan uang persediaan. Pengakuan beban barang yang
menggunakan uang persediaan dilakukan berdasarkan bukti transaksi beban
barang. Bukti transaksi ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat
"Beban Barang dan Jasa (sesuai rincian objek terkait)" di debet dan ,,Kas di

Utang Belanja Barang dan Jasa

RKPPKD



4) Pengajuan Ganti Uang

Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan
ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat

SP2D GU. SP2D GU
"Kas di Bendahara

di debet dan *RK PPKD" di kedit
Nama Rekening Debet Kredit

Kas di Bendahara Pengeluaran

RK PPKD
xxx

xxx

5) Transaksi pembayaran biaya sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun
anggaran

Apabila SKPD melakukan pembayaran sewa yang masa manfaatnya lebih dari
satu tahun anggaran yang dicatat dengan pendekatan beban oleh pemerintah
daerah, PPK-SKPD akan mencatat "Beban Sewa" untuk mencatat beban tahun
berkenaan dan "Beban Sewa Dibayar di Muka" untuk mencatat sisanya di debet
dan "RK PPKD" di kredit

Nama Rekening Debet Kredit
Beban Sewa

Beban Sewa Dibayar Dimuka
RK PPKD

L\X

xxx

c) Pengembalian Beban

Dalam kasus terjadi
mempengaruhi posisi

penerimaan kembali beban pada periode berjalan dan
kas, PPK-SKPD mencatat "Kas di Bendahara Pengeluaran"

di debet dan "Beban

Sebagai transaksi untuk mengkoreksi realisasi anggaran, PPK-SKpD mencatat
"Estimasi Perubahan SAL" di debet dan "Belanja (sesuai rincian objek terkait),,di

Kasus pengembalian beban juga dapat terjadi pada belanja-belanja yang terjadi di
periode sebelumnya (pengembalian dilakukan setelah laporan keuangan
diterbitkan). Pada kasus seperti ini harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah
pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang atau tidak berulang.
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sesual nnclan di kredit
Nama Rekening Debet Kredit

Kas di Bendahara Pengeluaran

Beban xyz
xxx

xxx

kredit
Nama Rekening Debet Kredit

Estimasi Perubahan SAL
Belanja xyz

xxx
xxx

Dalam hal pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang, ppK-SKpD
mencatat "RK PPKD" di debet dan "Beban (sesuai rincian objek terkait),,di kredit

RKPPKD
Beban xyz



Sebagai transaksi untuk mengkoreksi realisasi anggaran, ppK-SKpD mencatat
"Estimasi Perubahan SAL" di debet dan,.Belanja (sesuai rincian objek terkait)', di

Dalam hal pengembalian belanja yang sifatnya tidak berulang, ppK-SKpD tidak
melakukan pencatatan, Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuniansi ppKD dimana
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat ,.Kas di Kas Daerah', di debet dan

LO" di kedit
Nama Rekening Debet Kredit

Kas di Kas Daerah

Pendapatan Laiunnya-Lo
xxx

xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi ppKD mencatat ,,Estimasi

Perubahan SAL" di debet dan " di kredit
Nama Rekening Debet Kredit

Estimasi Perubahan SAL
Pendapatan Lainnya-LRA

xxx
xxx

Akuntansi Aset SKPD

Akuntansi Aset SKPD menyajikan akuntansi aset tetap.

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset SKPD adalah:

a. Bendahara Barang atau Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus barang bertugas
untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset
tetap.

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk
menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang
berkaitan dengan aset tetap.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk
menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas
untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jumal hingga
penyajian laporan keuangan SKPD.
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2. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain
adalah:

a. Bukti Belanja,/Pembayaran Aktiva Tetap

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan
aktiva tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran Up.

b. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan
aktiva tetap dengan cara pembayaran LS.

c. SP2D LS

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja modal dengan
cara pembayaran LS.

d. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap
menjadi aset lainnya.

e. Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Aset

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan aset
tetap.

f. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi
dalam pekerjaan.

3. Langkah-Langkah Teknis dan Jurnal Standar

a) Pembelian Aset Tetap

Dalam kasus pembelian aset tetap, berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara
Penerimaan Barang, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial aset tetap yang
kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial aset
tetap ini, PPK-SKPD mencatat "Aset Tetap....." di debet dan "Utang Belanja
Modal" di kredit urnal:

Nama Rekening Debet Kredit
Aset Tetap

Utang Belanja Modal xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset
tetap tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SpM hingga penerbitan sp2D.

Berdasarkan sP2D tersebut PPK-SKPD akan mencatat "Utang Belanja Modal,, di
debet dan "RK PPKD" di kredit urnal:

Nama Rekening Debet Kredit
Utang Belanja Modal

RK PPKD
xxx

xxx

Sebagai transaksi realisasi anggarun, PPK-SKPD juga mencatat ,,Belanja Modal
sesuai jqnisnya)" di debet dan "Estimasi Perubahan sAL" di kredit dengan iurnal

Nama Rekening Debet Kredit
Belanja Modal

Estimasi Perubahan SAL
xxx

xxx
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b) Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan aset tetap dapat terjadi karena penjualan, tukar-menukar, hibah,
penyertaan modal, pemusnahan atau karena sebab-sebab lainnya.

Untuk penghapusan aset tetap karena penjualan surplus, ppK SKpD akan
mencatat 'RK PPKD" dan "Akumulasi Penyusutan,' di debet serta ,,Surplus

Penjualan Aset Non Lancar - LO" dan "Aset tetap (sesuai jenisnya)" sebesar
rerolehannya di kredit

Nama Rekening Debet Kredit
RK PPKD
Akumulasi Penlusutan

Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO
Aset Tetap

xxx
xxx

xxx
xxx

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap karena pemusnahan ppK-SKpD
mencatat penghapusan aset tetap tersebut. Terhadap kejadian diatas, ppK-SKpD
mencatat "Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....', dan ,,Defisit dari Kegiatan Non

-LO" di debet dan "Aset " di kredit

F. Akuntansi Kewajiban SKPD

l. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban sKpD terdiri atas: pprK,
PPK-SKPD dan PPKD.

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (ppTK)
Dalam sistem akuntansi kewajiban, pprK melaksanakan fungsi untuk pengadaan
barang/jasa kegiatan, dengan memiliki tugas sebagai berikut:
1) melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan kegiatan

dengan menggunakan nota pesanar/ dokumen lain lain;
2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan dibuktikan dengan Berita

Acara Serah Terima Barang (BAST);
3) menyiapkan dokumen pembayaran.

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKpD

Dalam sistem akuntansi kewaj iban, ppK-sKpD melaksanakan fungsi akuntansi
pada SKPD dengan memitiki tugas sebagai berikut:
1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan buktlbukti transaksi

yang sah ke Buku Jumal Umum;
2) memposting jumal-jumal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar

masing-masing rekening (rincian objek);
3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran

(LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan perubahan nkuitas pfe;, Neraca
dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

nilai
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c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD terlibat dalam hal pengadaan barang/jasa

oleh SKPD dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS, sehingga fungsi
akuntansi PPKD memiliki tugas:

l) Menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan mekanisme LS
kepada SKPD;

2) Melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara PPKD dan SKPD
untuk meyakinkan kebenaran pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi

SKPD.

d. Pengguna Anggaran (PA / KPA)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PA/KPA menandatangani laporan keuangan

yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain:

1) Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

2) Nota Pesanan;

3) Berita Acara Serah Terima;

4) Kuitansi;

5) Surat Perjanjian Kerja;

6) SP2D UP/GU/TU;

7) SP2D LS;

8) Surat Pemyataan PA tentang tanggungjawab PA terhadap laporan keuangan SKPD'

3. Langkah-Langkah Teknis dan Jumal Standar

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah

dilaksanakandanpelunasanbelumdilakukan,PPK-SKPDakanmengakuiadanya
utangaewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat "Beban...(sesuai rincian

di debet dan di kredit

Nama Rekening Debet Kredit

Beban Barang dan Jasa

Utang Belanja

xxx
xxx

Dalam kasus pembelian aset tetap dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD

mencatat "Aset Tetao" di debet dan ." di kedit dengan iurnal:

Nama Rekening Debet Kredit

Aset Tetap

Utang Belanja

xxx
xxx

pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD mencatat "Utang Belanja"

di debet dan .,Kas di Bendahara pingeluaran,, (untuk kasus belanja menggunakan UP)

aterr ..RK ppKD,, (untuk kasus belania dengan mekanisme LS) di kredit

Nama Rekening Debet Kredit

Utang Belanja

RK PPKD

xxx
xxx
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G. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD

L Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur jumal penyesuaian dan koreksi SKPD
adalah:

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

b) Pihak yang Melakukan Stock Opname

2. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan antara lain:

a. Peraturan Gubemur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah,

b. Berita Acara Pemeriksaan /Opname

c. Bukti Memorial/Dokumen terkait lainnya.

3. Langkah-Langkah Teknis dan Jumal Standar

a. Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, PPK-SKPD akan
membuat bukti memorial yang akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran.
Berdasarkan bukti memorial yang telah diotorisasi, PPK-SKPD langsung membuat
pembetulan atasjurnal yang salah catat tersebut.

Misal, transaksi beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanja listrik. Untuk
melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, PPK-SKPD mencatat "Beban Jasa
Telepon" di debet dan "Beban Jasa listrik" di kredit

Nama Rekening Debet Kredit
Beban Jasa Telepon

Beban Jasa Listrik
xxx

xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD mencatat "Belanja telepon"
debet dan listrik" di kredit

Nama Rekening Debet Kredit
Belanja Telepon

Belanja Listrik
xxx

xxx

b. Pengakuan persediaan

Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan pendekatan beban dan
metode periodik, maka pada akhir periode sebelum menyusun laporan keuangan,
secara rutin akan dilakukan stock opname setiap akhir periode untuk mengetahui
sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan berita acara stock opname, PPK-SKPD
mencatat "Persediaan (sesuai jenisnya)" di debet dan "Beban Barang dan Jasa

sebesar persediaan yang ada di akhir periode)" di kredit
Nama Rekening Debet Kredit

Persediaan

Beban Barang dan Jasa

xxx
xxx
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Jumal penyisihan piutang

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang mak4 PPK-SKPD
pada akhir tahun akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi
oleh Pengguna Anggaran untuk mengakui depresiasi atau penyusutan atas aset
tetap yang dimiliki.

PPK-SKPD mencatat "Beban Penyisihan" di debet dan "Penyisihan" di kedit

Nama Rekening Debet Kredit
Beban Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak
xxx

xxx

Jumal penlusutan

Berdasarkan daftar barang dan kebijakan akuntansi yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah, PPK-SKPD pada akhir tahun akan membuat bukti memorial yang

kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran untuk mengakui depresiasi
atau penyusutan atas aset tetap yang dimiliki.

PPK-SKPD mencatat "Beban Penyusutan..." di debet dan "Akumulasi
di kedit

Nama Rekening Debet Kredit
Beban Penyusutan

Akumulasi Penlusutan

xxx
xxx

e. Penyesuaian Beban Jasa Dibayar di Muka

Apabila SKPD telah mencatat transaksi pengadaan barang dan jasa untuk
beberapa tahun seperti pembayaran sewa, Pemerintah Daerah perlu membuat jumal
penyesuaian pada akhir tahun untuk menyesuaikan beban tersebut. Pada akhir
tahun berikutnya, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPD akan membuat
bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran untuk
penyesuaian beban sewa. PPK-SKPD akan mencatat "Beban Sewa" di debet dan

"Beban Jasa dimuka" di kedit
Nama Rekening Debet Kredit

Beban Sewa

Beban Jasa Dibayar Dimuka

xxx
xxx

Jurnal, Buku Besar dan Neraca Saldo SKPD

1) Jurnal

Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari
pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi
tersebut dicatat oleh PPK-SKPD sesuai dengan dokumen transaksinya ke dalam buku
jumal. Format bukujumal yang digunakan adalah sebagai berikut:
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2) Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jumal adalah posting ke
buku besar. Dalam tahap ini, PPK-SKPD mem-posting atau memindahkan setiap
akun beserta jumlahnya dari buku jumal ke buku besar masing-masing akun. Formit
buku besar yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
PPKD

Buku Jumal

Tgl No. Bukti Kode Rek Uraian Ref Debet

( Rp)

Kredit
( Rp)

2 3 4 5 6 7

Kupang, ..............20XX
Fungsi Akuntansi sr,pD
(..................................)
NIP.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BUKU BESAR PENDAPATAN-LRA,/BELANJA

Kode Rekening

Nama Rekening

Pagu APBD

Pagu APBDP

Bukti
Uraian Ref Debet

(Rp)
Kredit
(Rp)

Saldo
(Rp)Tsnggal No. Bukti

I 2 3 4 5 6 7

Kupang, ....................20XX

Fungsi Akuntansi SKPD

NIP.

3) Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi, atau sesaat sebelum penyusunan laporan
keuangan, PPK-SKPD menlusun Neraca Saldo. Neraca Saldo adalah suatu daftar
yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu.
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Format Neraca saldo yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NERACA SALDO PER..

Kupang, ....................2OXX
PPK SKPD

(..........
NIP

Penyusunan Laporan Keuangan SKpD
1) Ketentuan Umum

I aporan 
_Keuangan yang dihas kan pada tingkat SKpD dihasilkan melalui proses

akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh ppK-SrpD. Jumal dan posting yanj teiat
dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam plnyusu'nu, 6po.un
keuangan.

Terdapat 5 Laporan Keuangan yang wajib dibuat oleh SKpD, yaitu:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b) Neraca;

c) Laporan Operasional (LO);

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
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Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Menyiapkan Kertas Kerj a

Membuat Neraca
Saldo Selelah
Penyesuaian

Mengisi Neraca
Saldo Sebelum

Penyesuaian

Membuat Jurnal
Penyesuaian

Menyusun Laporan Keuangan

Menpsun LRA,
Jumal Penutup

LRA & NS Setelah
Penutupan LRA

Menlusun LO,
Jurnal Penutup LO

& NS Setelah
Penutupan LO

Menlusun Nerac4
Jumal Penutup

Akhir & NS Akhir

Menyusun Laporan
Perubahan Ekuitas

Menyusun Catatan atas

Laporan Keuangan

2) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah :

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

b) Pengguna Anggaran

3) Langkah-Langkah Teknis

a) MenyiaPkan Kertas Kerja

PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk menyusun

Laporan Keuangan. i<ertas kerja adalah alat 
-bantu 

yang digunakan dalam proses

p"iirtuutun Lapiran Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses

pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara malrual'

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkem-bang'

tnfo'i,asi minimal yang harus ada pada format kettas kerja

Kqde
Rekening

Uraian Rekening
Neraca Saldo Penyesuaian

Debet Kredit Debet Krcdit Debet kedit

I ) 3 4 5 6 7 8

28



(l) Mengisi Neraca Saldo sebelum penyesuaian PPK-SKPD melakukan
rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca
saldo tersebut diletakkan di kolom "Neraca Saldo" yang terdapat pada Kertas
Kerja.

(2) Membuat Jumal Penyesuaian

PPK-SKPD membuat jumal penyesuaian. Jumal ini dibuat dengan tujuan
melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas

transaksi-transaksi yang bersifat akual. Jumal penyesuaian tersebut diletakkan
dalam kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja. Jumal
penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

(a) Koreksi kesalahan/?emindahbukuan;

(b) Pencatatan jumal yang belum dilakukan ; dan

(c) Pencatatan piutang, persediaan dan/atau aset lainnya pada akhir tahun.

(3) Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jumal
penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan
diletaktan pada kolom 'Neraca Saldo Setelah Penyesuaian" yang terdapat
pada Kertas Kerja.

b) Menyusun Laporan Keuangan

(l) Menyusun LRA, membuat jumal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah
Penutupan LRA

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Akuntansi SKPD
mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan
Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam "Laporan Realisasi
Anggaran".

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga membuat jumal
penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi
0. Berikut ini contohjumal penutup LRA

(a) Jumal Penutup untuk menutup jumal penganggaran yang dibuat di awal

(b) Jumal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit-
LRA

Nama Rekening Debet Kredit
Pendapatan-LRA

Belanja
Surplus (Defisit)-LRA

xxx
xxx
xxx
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(c) Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit_LRA pada akunEstimasi Perubahan SAL terbentuk selama"-"...^*.. , ". "uarrdu pA! yang telbentuk selama transak

i;;;,', , r--,,r,, ,Il'u*"u"nt'9 --l
sl.

Debet Kredit
rHruo \vvrrJL,r-L\-ft
Estimasi Perubahan SAL

xxx
xxx

Kemudian, setelah membuar iumal penutupan, Akuntansi SKpD menyr:sunNeraca Saldo setelah penutupa"n LRA.
Berikut ini adalah format LRA pendapatan dan belanja SKpD.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPoRAN REALIsesT eNcSffilffiDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 3l Desember 20XX_iO_ ZOXX_Z

(dalam Rupiah)

No Urairn Anggaran
20xx-r

Realisasi
20xx-l

Realisasi
20xx-2

I PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3 PendaDatan Pajak Daerdh

4 Pendapatan Retribusi Daerah

5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkai

6 Laifl-lain PAD yans Sah

7 Juml!h Pendrpatan Asli Daerah

8 Jumlah Pendapatan

9 BELANJA

t0 BELANJA OPERASI

ll Belanja Pegawai

t2 Belania Bamns dan Jasa

t3 Jumlah Belania Ooerasi

l4 BELANJA MODAL

15 Belanja Tanah

l6 Belanja Peralatan dan Mesin

t1 Belanja Gedung dan Bangunan

18 Belanja Jalarl Irigasi dan Jaringan

l9 Belanja Aset Tetap Lainnya

20 Belanja Aset Lainnya

2t Jumlah B€lanja Modal

22 Jumlah Belanja

23 SURPLUS (Df,FISIT).LRA

(2) Menyusun LO, jumal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi SKPD
mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan
Operasional untuk kemudian disajikan dalam Laporan Operasional.
Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga membuat jumal
penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.

Kemudian, setelah membuat jumal penutupan, Akuntansi SKPD menyusun
Neraca Saldo setelah Penutupan LO.
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(3)

Berikut ini contoh jumal penutup LO

PEMERTNTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SKPD XXXX

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir s.d. 3l Desember 20XX-l dan20XX-2

(dalam Rupiah)

Menyusun Neraca, membuat jumal penutup akhir, dan Neraca Saldo akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi SKPD membuat
Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Akuntansi SKPD membuat
jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) -LO ke akun
Ekuitas.

Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir, Akuntansi SKPD menyusun
Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk
periode akuntansi yang selanjutnya.

3l

u

Nama Rekening Debet Kredit
Pendapatan-LO

Surplus (Defisit)-LO
xxx

xxx

No Uraian 20xx-1 20xx-2 Kenaikan
(Penurunan) Yo

KEGIATAN OPERASIONAL
I PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
J Pendapatan Paiak Daerah
4 Pendapatan Retribusi Daerah

5 Lain-lain PAD yane Sah

6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
7 Jumlah Pendapatan
8 BEBAN
9 Beban Pegawai

10 Beban Persediaan

lt Beban Jasa

t2 Beban Pemeliharaan

l3 Beban Perialanan Dinas
t4 Beban Bunga

15 Beban Subsidi

l6 Beban Hibah
t7 Beban Bantuan Sosial

l8 Beban Penyusutan

l9 Beban Transfer
20 Beban Lain-lain
2t Jumlah Beban
22 Surplus (Defisit)-LO

Berikut ini contoh I penutup akhir
Nama Rekening Debet Kredit

Surplus (Defisit)-LO
Ekuitas

xxx
xxx



Berikut ini merupakan contoh format Neraca SKPD Pemerintah Provinsi,

PEMERINTAH PRO\1INSI IruSA TENGGARA TIMI]R
SKPD xxxx
NERACA

PER 31 DESEMBER 2OXX-1 DAN 2OXX.2
(Dalam Rupiah)

No Uraian 2oxx-1 20xx-2
1 ASET

Aset Lancar
3 Kas di Kas Daerah
4 Kas di Bendahara Penseluaran
5 Kas di Bendahara Penerimaan
6 Investasi Janska Pendek
7 Piutang Paiak
8 Piutans Retribusi
9 Penyisihan Piutang

l0 Beban Dibayar Dimuka
ll Basian Lancar Tagiahan Peniualan Angsuran
t2 Bagian Lancar TGR
l3 Piutang Lainnya
l4 Persediaan
t5 Jumlah Aset Lancar
16 Aset Tetao
t7 Tanah
l8 Peralatan dan Mesin
t9 Gedung dan Bangunan

20 Jalan. lrieasi. dan Jaringan
2t Aset Tetap Lainnya
22 Konstruksi dalam Pengeriaan
23 Akamulasl Penyusulan
24 Jumlah Aset Tetap
25 Aset Lainnya
26 Tagihan Peniualan Angsuran

27 Tuntutan Ganti Ruci
28 Kemitraan densan Pihak Ketiga
29 Aset Tak Berwujud
30 Aset LainJain
31 Jumlah Aset LainnYa
32 KEWAJIBAN
33 Ekuitas
34 Ekuitas
35 Jumlah Kewaiiban datr Ekuitas
36 RK PPKD
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(4) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat
Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data
perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan
Opersional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan
menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas SKPD.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMIIR
SKPD xxxx

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX DAN 20x4

(Dalam Rupiah)

No. Uraian 2Oxx 20x4

I Ekuitas Awal

2 Surplus (Defisit) LO

J Dampak Kumulatif Perubahan Kebij akan/Kesalahan

Mendasar

4 Koreksi Nilai Persediaan

5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

6 Lain-lain

7 Ekuitas Akhir

(5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan
meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan
di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

(a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

(b) Informasi tentang kebijakan fiskaVkeuangan dan ekonomi makro;

(c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

(d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi
dan kejadian-kejadian penting lainnya. Rincian dan penjelasan masing-
masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

(e) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
dan

(f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
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Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
Pemerintah Provinsi.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SKPD xxxx

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1 Pendahuluan

1 . I Maksud dan tuj uan penlusunan laporan keuangan SKPD

1 .2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan SKPD

2 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
2.2 Hanbatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan

3 Penjelasan pos-pos lapomn keuangan SKPD

3.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1 Pendapatan-LRA

3.1,2 Belanja dan Transfer

3.1.3 PenerimaanPembiayaan

3.1.4 PengeluaranPembiayaan

3.2 Pos-pos Laporan Operasional
3.2.1 Pendapatan-LO

3.2.2 Beban

3.2.3 Surplus Non Operasional

3.2.4 Defisit Non Operasional

3.3 Pos-pos Neraca

3.3.1 Aset
3 .3 .2 Kewaj iban

3 .3 .3 Ekuitas

3.4 lnformasi Penting Lainnya
4 Penjelasan atas informasi non keuangan SKPD
5 Penutup.
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Contoh Forrnat

JURNAL KHUSUS PENERIMAAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

NSnSSKPD :

Kode Rek Debet :

Nams Rek Debet : Kas di Bendahara Penerimaan

Kodc Rek Kredit :
Nrma Rek
Kredit : Pendapatatr-Lo

Tgl No. STS
/Bukti Uraian Ref

Jumlah

( Rp)

Akumulasi

( Rp)

I 2 3 4 5 6

Kupang, ....................20xX

PPK SKPD

NIP.

JURNAL KHUSUS PENYETORAN KAS KE KASDA

Nama SKPD :

KodeRekDebet :

Nams Rek Debet : RK PPKD

Kode Rek Kredit :

Nama Rek Kredit : Kas di Bendahara Penerimaan

Tgl
No. STS
/Bukti

Uraian Ref
Jumlah

( RD)

Akumulasi
( Rp)

I 2 3 4 5 6

Kupang, ....................20XX

PPK SKPD

NIP.

3s



JURNAL STANDAR
PENDAPATAN DAERAH.LRA

Nams SKPD :

Nama Rekening :

Kode Rekening :

PagUAPBD :

PagUAPBDP !

Tgl No. STS Kode Rek Uraian Ref
Debet

( Rp)

Kredit
( Rp)

I 2 3 4 5 6 7

Kupang, ....................20XX

PPK SKPD

NIP.

IURNAL KHUSUS PENDAPATAN

Nsma SKPD :

Kode Rek Debet :

Nami Rek Debet : Pendapatan Ditatrgguhkan

Tgl No. STS
Eukti Kode Rek Pendapatan Umian Peodapatan Ref Jumlah

( RD)

Akumulasi

( RD)

2 3 4 5 6 '7

Kupang, ....................20XX

PPK SKPD

NIP.
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JURNAL STANDAR PENDAPATAN DAERAH

Nama SKPD :

Tgl No. STS Kode Rek Uraian Ref Debet

( Rp)

Kredit
( Rp)

I 2 4 5 6 7

JURNAL KHUSUS BELANJA.LS

Nama SKPD :

Kode Rek Kredit :

Nama Rek Kredit : RK PPKD

Kupang, ....................20)O(

PPK SKPD

(.............................................)

NIP. ..............

Kupang, ....................20)O(

PPK SKPD

(...........................................)

NIP. ..............
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Tgl No. SP2D Kode Rek Uraian Ref
Jumlah

( Rp)

Akumulasi
( Rp)

I 2 3 4 5 6 7



JURNAL KHUSUS PENERIMAAN SP2D-UP/GU/TU

Nama SKPD :

Kode Rek Debet :

Nama Rek Debet : Kas di Bendahara Pengeluaran

Tgl No. SP2D Kode Jenis Belanja Jenis Belanja Ref
Jumlah

( Ro)

Akumulasi

( Rp)

I 2 J 4 5 6 7

JURNAL KHUSUS SPJ BELANJA.UP/GU/TU

Nama SKPD :

Kode Rek Kredit :

Nama Rek Kredit : Kas di Bendahara Pengeluaran

Kupang, ....................20XX

PPK SKPD

...........)

NIP

Kupang, ...............,...20XX

PPK SKPD

(..........................................)

NIP. ..............
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Tgl No. SP2D Kode Rek Uraian Ref
Jumlah

( Ro)

Akumulasi
( Ro)

I 2 3 4 5 6 7



JURNAL STANDAR

SKPD i

Tgl
No.

Bukti Kode Rek Uraian Ref Debet

( Rp)

Kredit
( RD)

I 2 3 4 5 6 '7

JURNAL KHUSUS PIUTANG PENDAPATAN

NamSSKPD :

Kode Rek Debet :

Nams Rek Debet : Piuttng Pendapatan

Kupang, ....................20)O(

PPK SKPD

NIP.

Kupang, .................2OXX

PPK SKPD

NIP.
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Tgl
No. SKP

/Bukti Kode Rek Pendapatan Uraian Pendapatan Ref Jumlah

( Rp)

Akumula
si

( RD)

1 2 3 4 4 5 6



JURNAL KHUSUS PENERIMAAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

NamaSKPD :

Kode Rek Debct :

Nsma Rek Debct : Kas di Berdahsra penerimaan

Kode Rek Kredit :

Nama Rek Kredit : pendapatan Ditangguhkatr

Tgl No. STS
/Bukti Uraian Ref Jumlah

( Rp)

Akumulasi
( RD)

I 2 3 4 5 6

Kupang, .................20XX

PPK SKPD

NIP.

JURNAL KHUSUS PENYETORAN KAS KE KASDA

Nama SKPD :

Kode Rek Debet :

Nsma Rek Deb€t : RK PPKI)
Kode Rek Kredit :

Nama Rek Kredit : Kas di Bendahara Penerirnaan

Tgl No. STS
/Bukti Uraian Ref

Jumlah

( RD)

Akumulasi
( RD)

I 2 3 4 5 6

Kupang, ....................20XX
PPK SKPD

NIP.
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JURNAL KHUSUS PENDAPATAN-LRA

Nama SKPD :

Kode Rek Debet :

Nama Rek Debet : Pendapatan Ditangguhkan

NIP.

JURNAL STANDAR PENDAPATAN-LRA

Nama SKPD :

Kupang, ....................20XX

PPK SKPD

Tgl No. STS
/Bukti Kode Rek Pendapatan Uraian Pendapatan Ref

Jumlah

( Ro)

Akumulasi

( Rp)
I 2 J 4 5 6 7

Tgl
No.
STS

Kode Rek Uraian Ref Debet

( Rp)

Kredit
( Ro)

1 2 J 4 5 6 7

Kupang, ....................20XX

PPK SKPD

NIP
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JURNAL STANDAR PENDAPATAN-LO

Nama SKPD :

Tgl No. SKP Kode Rek Uraian Ref
Debet

( Rp)

Kredit
( Rp)

I 2 3 4 5 6
,7

Kupang, ....................20XX

PPK SKPD

NIP.

JURNAL KIIUSUS BELANJA.LS

Nama SKPD :

Kode Rek Kredit :

Nama Rek Kredit : Estimasi Perubabsn SAL

Tgl No.
SP2D

Kode Rek Uraian Ref Jumlah
( RD)

Akumulasi
( Rp)

1 2 3 4 5 6
,l

Kupang, ....................20XX

PPK SKPD

NIP.
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JURNAL KHUSUS BEBAN.LS

Nama SKPD :

Kode Rek
Kredit :

Nama Rek
Kredit : RK PPKD

Kupang, ....................20XX

PPK SKPD

(.............................................)

NIP. .............

JURNAL KHUSUS PENERIMAAN SP2D.UP/GU/TU

Nama SKPD :

Kode Rek Debet :

Nama Rek Debet : Kas di Bendahara Pengeluaran

Tgl
No.

SP2D
Kode Rek Uraian Ref

Jumlah

( Rp)

Akumulasi
( Rp)

I 2 3 4 5 6 7

Tgl
No.

SP2D
Kode Jenis Belanja Jenis Belanja Ref

Jumlah

( Ro)

Akumulasi
( Ro)

I 2 J 4 5 6 7

Kupang, ....................20XX

PPK SKPD

(..........

NIP.
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JURNAL KHUSUS SPJ BELANJA.UP/GU/TU

Nrma SKPD :

Kode Rek Kredit :

N8ma Rek Kredit : Estimlsi Perubahatr SAL

Kupang, ....................20XX

PPK SKPD

NIP.

JURNAL KHUSUS SPJ BEBAN-UP/GU/TU

Nama SKPD :

Kode Rek Kredit :

Nama Rek Kredit : Kas di Bendahara Pengeluaran

Tgl No.
SP2D

Kode Rek Uraian Ref Jumlah

( Rp)

Akumulasi
( Ro)

I 2 3 4 5 6 7

Tgl No- SP2D Kode Rek Uraian Ref Jumlah

( Rp)

Akumulasi

( RD)

I 2 3 4 5 6 7

Kupang, ....................20XX

PPK SKPD

NIP.
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JURNAL STANDAR

SKPD :

Tgl No. Bukti Kode Rek Uraian Ref
Debet

( Rp)

Kredit
( RD)

I 2 3 4 5 6 7

PPK SKPD

NIP.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BUKU BESAR PENDAPATAN.LRA

SKPD
Kode Rekening
Nama Rckcning
Targct APBD
Tsrget APBDP

SKPD
Kode Rekening
Nama Rekenlng
Prgu APBD
Psgu APBDP

Kupang, ....................20)O(
PPK SKPD

NIP.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BUKU BESAR BELANJA

Bukti
Uraian Ref Debet

(Rp)
Kredit
(Rp)

Saldo
(Rp)Tgl No.

Bukti
I 2 3 4 5 6 7

Bukti
Uraian Ref Debet

(Rp)
Kredit
(Rp)

Saldo
(Rp)Tgl No.

Bukti
I 2 3 4 5 6 7

Kupang, ....................20)O(
PPK SKPD

NIP.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BUKU BESAR PENDAPATAN.LO

SKPI)
Kode Reketring

Nama Rekening

SKPD
Kode Rekening
Nama Rekening

Kupang, ....................20)O(
PPK SKPD

NIP.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BUKU BESAR BEBAN

Bukti
Uraian Ref

Debet
(Rp)

Kredit
(Rp)

Saldo
(Rp)Tcl No.

Bukti
I 2 3 4 5 6

,7

Bukti
Uraian Ref Debet

(Rp)
Kredit
(Rp)

Saldo
(Rp)Tcl No.

Bukti
I 2 3 4 5 6

,l

Kupang, ....................20XX
PPK SKPD

NIP.
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BAB III
SISTEM AKUNTANSI

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(AKUNTANSI PPKD)

Deskripsi Kegiatan

Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi

di SKPKD, yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam

kapasitas sebagai Pemda. SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas

khusus untuk mengelola keuangan daerah. SKPKD pada Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur dikelola oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran transaksi yang terjadi di SKPKD dapat diklasifikasikan
menjadi dua yaitu:

1) Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai SKPD.

2) Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level Pemerintah Daerah seperti

pendapatan dana perimbangan, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi
hasil, bantuan keuangan dan belanj a tiga terduga. Termasuk transaksi-transaksi
pembiayaan, pencatatan investasi jangka panjang dan kewajiban jangka panjang.

Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas transaksi Aset, Kewajiban,
Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-Lo, Beban,

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasi, dan Pendapatan/Beban Pos Luar Biasa.

Jenis Laporan Keuangan PPKD dan LKPD terdiri atas:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);

c) Neraca;

d) Laporan Arus Kas (LAK);

e) Laporan Operasional (LO);

f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

B. Akuntansi Anggaran pada PPKD

Pencatatan anggararlpada PPKD merupakan tahap persiapian sistem akuntansi pemerintah
daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan
membentuk estimasi perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Estimasi Perubahan SAL
ini juga merupakan akun antara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi
anggaran. Di dalam neraca, Estimasi Perubahan SAL merupakan bagian ekuitas SAL.

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan pencatatan anggaran PPKD adalah sebagai berikut:

a) PPKD
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b) Fungsi Akuntansi PPKD

Langkah-Langkah Teknis dan Jumal Standar

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) yang sudah dibuat oleh PPKD

dan disetujui oleh Sekretaris Daerah diserahkan kepada fungsi akuntansi PPKD.

Berdasarkan DPA PPKD tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat

"Estimasi Pendapatan" di debet sebesar total anggaran pendapatan, "Estimasi

Penerimaan Pembiayaan" di debet sebesar total anggaran penerimaan pembiayaan,

"Apropriasi Belanja" di kredit sebesar total anggaran belanja dan "Apropriasi

Pengeluaran Pembiayaan" di kedit sebesar total anggaran pengeluaran pembiayaan.

Selisih antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat sebagai "Estimasi

Perubahan SAL" di kredit
Uraian Rekening Debet Kredit

Estimasi Pendapatan

Estimasi Penerimaan Pembiayaan

Estimasi Perubahan SAL
Apropriasi Belanja
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

Akuntansi Pendapatan PPKD

l Pihak-PihakTerkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara lain

Bendahara PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, dan PPKD selaku BUD'

a. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, frrngsi akuntansi PPKD, memiliki tugas

sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan Lo dan Pendapatan LRA berdasarkan

bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jumal LRA dan Buku Jumal

LO dan Neraca;

2) melakukan posting jumal jumal transaksi/kejadian pendapatan LO dan

pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek);

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran

(LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan

keuangan.

b. Bendahara PPKD

l) mencatat dan membukukan semtra penerimaan pendapatan ke dalam buku kas

penerimaan.

2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan'

3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari'

c. PPKD Selaku BUD

1) Menandatangani/mensahkan dokumen suat ketetapan pajak/retribusi daerah'

2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi

SKPD.
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2. Dokumen yane Di
Kelompok Pendapatan Jenis Pendapatan Dokumen

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer

Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Penjualan Aset Yang
Dipisahkan

Jasa Giro/Bung Deposito

Tuntutan Ganti Rugi

Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat :

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak

DAU

DAK

Pendapatan Transfer Pemerintah
Lainnya:

Dana Otonomi Khusus

Dana Keistimewaan

Dana Penyesuaian

Pendapatan Hibah

Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Surat Ketetapan Pajak Daerah
(sKPD)
Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(sKRD)
Hasil RUPS/Dokumen lain

Dokumen Konhak Penjualan
/Perj anj ian Penjualan/Dokumen lain

Nota Kredit/sertifikat deposito /
dokumen lain

SK Pembebanar/SKP2K / SKTJI\1V
Dokumen lain

PMK/Dokumen lain

PMK/Dokumen lain

Perpres/Dokumen lain

PMK/Dokumen lain

PMVDokumen lain

PMK/Dokumen lain

PMK/Dokumen lain

Kep. Gubernur/Dokumen lain

Kep.Gubernur/Dokumen lain

|PIllK lDokumen lain

3. Langkah-Langkah Teknis dan Jumal Standar

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(1) PendapatanPajak

Pendapatan Pajak-LO diakui pada saat kas diterima di kas daerah dan dicatat
berdasarkan dokumen sumber setoran pajak. Fungsi akuntansi PPKD
mencatat "Kas di Kas Daerah" di debet dan "Pendapatan Pajak-LO (sesuai

rincian objek terkait)" di kredit dengan jumal:
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(2)

Uraian Rekening Debet Ikedit

Kas di Kas Daerah

Pendapatan Paiak-LO

xxx

xxx

Dalam hal pada akhir tahun terdapat surat ketetapan pajak yang belum dibayar
oleh masyarakat, maka nilainya diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak-
LO. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Piutang Pajak Daerah" di debet dan

"Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian objek terkait)" di kedit dengan jumal:

Uraian Rekening Debet Iftedit

Piutang Pajak

Pendapatan Paiak-LO

xxx

xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat

"Estimasi Perubahan SAL" di debet dan "Pendapatan Pajak-LRA (sesuai

nnctan terkait)" di kredit

Uraian Rekening Debet Kredit

Estimasi Perubahan SAL

Pendapatan Paiak-LRA

xxx

xxx

Hasil Eksekusi Jaminan

Pihak ketiga melakukan pembayaran uaag jaminan bersamaan dengan
pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian akan
menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi
Fungsi Akuntansi PPKD untuk mengakui utang jaminan mencatat "Kas di Kas
Daerah" di debet dan Jaminan" di kedit

Uraian Rekening Debet Kredit
Kas di Kas Daerah

Utang Jaminan

xxx
xxx

Kemudian saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPI(D akaa
mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi
Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan
tersebut untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut,
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan "Utang Jaminan" di debet dan
"Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan-LO" di kredit dengan jumal:

Uraian Rekening Debet Kredit
Utang Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO

xxx
xxx
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b) Pendapatan Transfer

pendapatan traasfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah berdasarkan

dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian

penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO,

mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang

diatur untuk pinyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer

dilakukan beriamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam kasus ini, Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat "Kas di Kas Daerah" di

debet dan..Pendapatan Transfer-Lo (sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan

Jaminan-LRA" di kedit
Uraian Rekening Debet Ikedit

Estimasi Perubahan SAL

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LRA

xxx
xxx

Uraian Rekening Debet Kredit

Kas di Kas Daerah

Pendapatan Transfer-LO

xxx
xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran,

"Estimasi Perubahan SAL" di debet dan

Sebagai transaksi realisasi

Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPI(D mencatat

"Pendapatan Hasil Eksekusi Atas

Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya dokumen

resmi mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur sebagai

dasar pencaiatan p"ngakuan pendapatan. Fungsi -Akunlansi PPKD akan mencatat
;pirt"ig pendapaian';di debet dan"Pendapatan Transfer-LO (sesuai rincian objek

Apabila pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat ltas
trr* il tersebut, maka Rekening Kas Umum P3tlfr ** mengeluarkan

N"i" ftt"oi untuk PPKD. Berdasarkan Nota Kredit ini Fungsi Akuntansi PPKD

ut* ,nln"utu, .,Kas di Kas Daerah,, cli debet dan ,,piutang Pendapatan Transfer

tar.lzqif\" di ktedii
Uraian R{ggi!g-

@
PendaPatan Transfer-LO

Debet
xxx

Kredit

xxx

o".,,ei ncian ohiek terkait)" di kredit

Uraian Rekening

Kas di Kas Daerah

Piutang Pendapatan Transfer

Debet Kredit
xxx

xxx

anggaran terhadap realisasi pendapalan lrans{er'

-".rlitut "Estimasi Perubahan SAL" di debet dan

Transfer-LRA (sesuai rincian terkait)" di kredit

Uraian Rekening

Estimasi Perubahan SAL

PendaPatan Transfer-LRA

Debet IGedit
xxx

xxx
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c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

(l) Pendapatan Hibah

Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar
pengakuan pendapatan LO, mengingat adaaya proses dan persyaratan untuk
realisasi pendapatan hibah tersebut. Untuk itu Fungsi Akuntansi ppKD
mengakui endapatan Hibah bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD
dengan mencatat "Kas di Kas Daerah,,di debet dan,.pendapatan Hibah-LO', di
kredit umal:

Uraian Rekening Debet Kredit
Kas di Kas Daerah

Pendapatan Hibah-LO
xxx

xxx

Selain itu, karena hibah yang diterima berupa uang merupakan realisasi
anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di
debet dan Hibah-LRA" di kedit

Uraian Rekening Debet Kredit
Estimasi Perubahan SAL

Pendapatan Hibah-LRA
xxx

xxx

Khusus untuk hibah barang berupa aset tetap, fungsi akuntansi PPKD
mencatat "Aset Tetap" di debet dan "Pendapatan Hibah-LO" di kedit dengan

Uraian Rekening Debet Kredit
Aset Tetap

Pendapatan Hibah-LO

xxx
xxx

(2) Pendapatan Non Operasional - Surplus Penjualan Aset Nonlancar - LO

Surplus Penjualan Aset Nonlancar pada PPKD berasal dari aktivitas pelepasan
investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan investasi lebih
tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.

Untuk transaksi pelepasan investasi, berdasarkan dokumen transaksi yang
dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPI(D mencatat "Kas di Kas Daerah" di
debet serta "Surplus Pelepasan Investasi Jangka Paajang-LO" dan "Investasi
..." di kedit dengan jumal:

Uraian Rekening Debet Kredit
Kas di Kas Daerah

Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-
LO"

xxx
xxx

53



Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap penerimaan pembiayaan,

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debet dan

"Penerimaan " di kedit
Uraian Rekening Debet Kredit

Estimasi Perubahan SAL

Penerimaaa Pembiayaan

xxx
xxx

(3) Pendapatan Non Operasional - Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka

Paajang

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul karena harga

p".ol.h* kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan

dengan nilai tercatat (carrying value) dari kewajiban tersebut.

Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD akan

menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya surplus dari

p"ry"t"tui- kewajiban tersebut dengan mencatat "Kewajiban Jangka Panjang

(sesuai rincian objlk terkait)" di debet serta "surplus Penyelesaian Kewajiban

dan "Kas di Kas Daerah" di kedit
Uraian Rekening Debet Kredit

Kewajiban Jangka Panj ang

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang-LO
Kas di Kas Daerah

xxx
xxx

xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran karena pelunasan kewajiban tersebut

^.-!uk* 
pengeluaran pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat

; e.rrg"tu-urr r.ilbiuyu*; di debet dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit

U.aE4 RiLg4r,g- Debet Kredit

xxx
Pengeluaran PembiaYaan

Estimasi Perubahan SAL

xxx

D. Akuntansi Belanja dan Beban PPKD

1. Pihak-PihakTerkait

Pihakpihakyangtelkaitdalamsistemakuntansibebandanbelanjaantaralain-Pejabat
p.nutuurut u* f"uangan PPKD (PPK-PPKD) dan Bendahara Pengeluaran PPKD'

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-PPKD melaksanakan frmgsi

akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

I ) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti-bukti transaksi
' ya.g sat dun valid ke Buku Jumal LRA dan Buku Jumal LO dan Neraca;

2) melakukan posting jumal-jumal transaksi/kejadian pendapatan. L9 ' 9g-' 
fendapatan t'Re k"-duiu. Brrku gesar masing-masing rekening (rincian objek);



3) menlusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Pengeluaran PPKD

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku
kas umum PPKD.

2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang digunakan

Dokumen berdasarkan klasifikasi beban dalam LO :

Uraian Dokumen
Beban Operasi - LO

Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial

Nota Debet/SP2D/Dokumen lain
Keputusan Gubemur/SP2D/ Dokumen lain
NPHD/SP2DlDokumen lain
Keputusan Gubemur/SP2D/ Dokumen lain

Beban Transfer
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak
Daerah
Beban Transfer Bagi Hasil
Pendapatan Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan
ke Pemerintah Daerah Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan
ke Desa
Beban Transfer Bantuan Keuangan
Lainnya
Beban Transfer Dana Otonomi
KIusus

Keputusan Gubemur/SP2D/ Dokumen lain

Keputusan Gubemur /SP2D/ Dokumen lain

Keputusan Gubemur /SP2D/ Dokumen lain

Keputusan Gubemur /SP2D/ Dokumen lain

Keputusan Gubemur /SP2D/ Dokumen lain

Keputusan Gubemur /SP2D/ Dokumen lain

Defisit Non Operasional Bukti memorial/dokumen lain
Beban Luar Biasa Bukti memorial/dokumen lain

Dokumen berdasarkan klasifrkasi
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dalam LRA :

Uraian Dokumen
Belanja Operasi

Bunga
Subsidi
Hibah (Uang, barang daa Jasa)*)
Bantuan Sosial (uang dan barang)*)

Nota Debet/SP2D/Dokumen lain
Keputusan Gubemur/SP2D/ Dokumen lain
NPHD/SP2D/Dokumen lain
Keputusan Gubemur /SP2D/ Dokumen lain

Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga Keputusan Gubernur/SP2D/ Dokumen lain



3. Langkah-Langkah Teknis dan Jumal Standar

a) Beban Bunga

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD membuat bukti
memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD.
Berdasarkan Bukti memorial untuk pengakuan beban tersebut, Fungsi Akuntansi
PPKD melakukan pencatatan "Beban Bunga" di debet dan "Utang Bunga" di
kedit dengan jumal:

Uraian Rekening Debet Iftedit
Beban Bunga

Utang Bunga

xxx
xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban bunga
tersebut. Berdasarkan SP2D pengeluaran kas untuk pelunasan utang bunga
tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Utang Bunga" di debet dan "Kas di
Kas Daerah" di kredit

Uraian Rekening Debet Ikedit
Utang Bunga

Kas di Kas Daerah

xxx
xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap belanja bunga, Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat "Belanja Bunga" di debet dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit

Uraian Rekening Debet Kredit
Belanja Bunga

Estimasi Perubahan SAL

xxx
xxx

b) Beban Subsidi

Berdasarkan tagihan dari penerima subsidi yang telah melaksanakan prestasi sesuai
persyaratar pemberian subsidi, Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan bukti
memorial terkait pengakuan beban subsidi. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti
memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD mencatat .,Beban

Subsidi" di debet dan Subsidi" di kedit
Uraian Rekening Debet Kredit

Beban Subsidi

Utang Belanja Subsidi

xxx
xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban subsidi
tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan Sp2D.
Berdasarkan SP2D pengeluaran kas untuk pelunasan utang subsidi tersebut,
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Utang Belanja Subsidi" di debet dan ,.Kas di
Kas Daerah" di kredit dengan jumal:
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c)

Uraian Rekening Debet Ikedit
Utang Belanja Subsidi

Kas di Kas Daerah

xxx
xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap belanja subsidi, Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat "Belanja Subsidi" di debet dan "Estimasi Perubahan SAL" di
kedit dengan jumal:

Uraian Rekening Debet Kredit
Belanja Subsidi

Estimasi Perubahan SAL

xxx
xxx

Beban Hibah

PPKD dan Pemerintah/Pemerintah Daerah LainlPerusahaan Daerah/Masyarakat/
Ormas bersama-sama melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD).

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran

belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan
berdasarkan NPHD karena mengingat masih perlu ditindaklanjuti dengan
penerbitan dokumen pencairan. Untuk itu atas pengakuan beban hibah, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat "Beban Hibah" di debet dan "Kas di Kas Daerah" di
kredit

Uraian Rekening Debet Kredit
Beban Hibah

Kas di Kas Daerah

xxx
xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap Belanja Hibah, Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat "Belanja Hibah" di debet dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit

Uraian Rekening Debet Ikedit
Belanja Hibah

Estimasi Perubahan SAL

xxx
xxx

d) Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial dilakukan melalui proses penatausahaan yang
dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D.
Berdasarkan SP2D pembayaran beban bantuan sosial tersebut, Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat "Beban Bantuan Sosial" di debet dan "Kas di Kas Daerah" di
kedit dengan jumal:
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Uraian Rekening Debet Kredit
Beban Bantuan Sosial

Kas di Kas Daerah

xxx
xxx

rincian objek terkait) di debet dan '.Estimasi perubahan SAL. di kedit dengan

Uraian Rekening Debet IGedit
Belanja Bantuan Sosial

Estimasi Perubahan SAL
xxx

xxx

e) Beban Transfer

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja bantuan sosial
tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat ,.Belanja Bantuan Sosial,, (sesuai

Pengakuan beban transfer bersamaan dengan penyaluran dana transfer dari RKUD
berdasarkan Peraturan Gubemur tentang penetapan belanja transfer yang terkait.
Fungsi Akuntansi PPKD membuat pengakuan beban transfer berdasarkan bukti
penyaluran memorial tersebut. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat ,.Beban

transfer" di debet dan "Kas di Kas Daerah" di kedit
Uraian Rekening Debet Kredit

Beban Transfer

Kas di Kas Daerah

xxx
xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi transfer tersebut, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat "Transfer (sesuai rincian objek terkait)" di debet dan
"Estimasi Perubahan SAL" di kredit

Uraian Rekening Debet Kredit
Transfer

Estimasi Perubahan SAL

xxx
xxx

E. Akuntansi Aset PPKD

Akuntansi Aset PPKD menyajikan akuntansi investasi sehubungan aset non investasi
merupakan bagian dari sistem akuntansi SKPD termasuk SKPKD sebagai SKPD.

l. Pihak-PihakTerkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain Pejabat
Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan PPI(D.
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD melaksanakan fimgsi akuntansi
PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat hansaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-buk1i transaksi yang sah
ke Buku Jumal Umum.



2) Memposting jumal-jumal transaksilkejadian investasi ke dalam Buku Besar

masing-masing rekening (rincian objek).

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK).

b. PPKD

Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas:

l) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses
penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD

2) menandatangani surat pemyataan tanggung jawab PPKD.

2. Dokumen Yang Digunakan

Berikut disajikan dokumen utama terkait dengan sistem akuntansi Investasi pada

PPI(D:
Uraian Dokumen

Investasi Jangka
Pendek

Investasi dalam Saham Sertifi kat Saham/Nota Kredi/
Dokumen yang Dipersamakan

lnvestasi dalam Deposito Sertifi kat DepositoA{ota Kredit/
Dokumen yans Dipersamakan

Investasi dalam SUN Sertifikat Obligasi/SUNA.lota
Kred it/Dokumen yang Dipersamakan

lnvestasi dalam SBI Sertifi kat SBI/Nota Kredit/ Dokumen
yans Dipersamakan

lnvestasi dalam SPN Sertifikat SPNNota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Investasi Jangka Pendek
Lainnya

Investasi Jangka
Panjang Non
Permanen

Investasi kepada Badan
Usaha Milik Negara

SP2D-LS (ika tunai/BAST (ika
berupa aset)AJota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Investasi kepada Badan
Usaha Milik Daerah

SP2D-LS (ika tunai/BAST (ika
berupa aset)A.,lota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Investasi kepada Badan
Usaha Milik Swasta

SP2D-LS (ika tunai/BAST (ika
berupa aset)AJota KrediV Dokumen
yang Dipersamakan

Investasi dalam Obligasi SP2D-LS (ika tunai/BAST (ika
berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Investasi dalam Proyek
Pembangunan

SP2D-LS (ika tunai)/BAST (ika
berupa asetyNota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Dana Bergulir SP2D-LS (ika tunai)/BAST (ika
berupa aset)A,lota Kredii/Dokumen
yang Dipersamakan

Deposito Jangka Panjang SP2D-LS (ika tunai)A.Jota Kredit/
Dokumen vang Dipersamakan
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SP2D-LS (ika tunai). AASr (it<a
berupa aset)/Dokumen yang

Investasi Jangka
Panjang Permanen

SP2D-LS (ika tunai)/BAST (ika
berupa aset)AIota Kredit/ Do*umen

SP2D-LS (ika tunai)/BAST (ika
berupa aset)A{ota Kredit/Dokumen

Penyertaan Modal Kepada
Badan Usaha Milik Swasta

SP2D-LS (ika tunai)/BAST (ika
berupa aset)A.Iota Kredi0{Dokumen

SP2D-LS (iika tunai),/BAST (iika
berupa aset)A.lota Kredit/Dokumen

J. Langkah-Lanlkah Teknis dan Jumal Standar

a. Perolehan Investasi

1) Perolehan Investasi (Investasi Jangka pendek)

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Investasi Jangka pendek,
Fungsi Akuntansi PPI(D mencatat "Investasi Jangka pendek.....', di debet dan
"Kas di Kas Daerah" di kredir

Uraian Rekening Debet Kredit
Investasi Jangka Pendek

Kas di Kas Daerah

xxx
xxx

2) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam peraturan Daerah
dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi ppKD berdasarkan
SP2D LS yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk
investasi tersebut.

Fungsi akuntansi PPKD mencatat "Investasi Jangka panjang.....,, di debet dan
"Kas di Kas Daerah" di kredit

Uraian Rekening Debet K-redit
Investasi Jangka Panj ang

Kas di Kas Daerah

xxx
Xxx

debet dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit
Uraian Rekening Debet Ikedit

Pengeluaran Pembiayaan

Estimasi Perubahan SAL
xxx

Xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap pengeluaran pembiayaan
tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat,.Pengeluaran pembiayaan,, di
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b. Hasil Investasi

1) Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga.

Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan

investasi jangka pendek tersebut, sehingga pembahasannya akan digabungkan

ke bagian Pelepasan Investasi.

2) Hasil Investasi Jangka Panjang

(a) Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidak mempengaruhi

investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya

menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan' Berdasarkan

pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan

investee, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada

periode berjalan. Selanjutnya Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Piutang
Lainnya" di debet dan "Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

di kredit

Uraian Rekening Debet Kredit
Piutang Lainnya

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipi sahkan-LO

xxx
Xxx

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai kepada
pemerintah daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas
Daerah" di debet dan "Piutane Laimya" di kredit

Uraian Rekening Debet Kredit
Kas di Kas Daerah

Piutang Lainnya

xxx
Xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga
mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debet dan "Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LR.A" di kredit dengan

Uraian Rekening Debet Kredit
Estimasi Perubahan SAL

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan-LRA

xxx
Xxx
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(b) Metode Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan, PPKD dapat mengetahui
jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode

ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi
jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat "lnvestasi....." di debet dan "Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO" di kedit dengan

Uraian Rekening Debet Kredit
Investasi

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yans dipisahkan-LO

xxx
Xxx

Pada saat perusahaan membagikan dividen, Fungsi Akuntansi PPKD akan
mencatat penerimaan dividen tersebut pada "Kas di Kas Daerah" di debet
dan "Investasi....." di kedit

Uraian Rekening Debet Iftedit
Kas di Kas Daerah

Investasi

xxx
Xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga
mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debet dan "Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA" di kedit dengan

Uraian Rekening Debet Ikedit
Estimasi Perubahan SAL

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yans dipisahkan-LRA

xxx
Xxx

(c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan ketika pendapatan bunga
dari investasi jangka panjang (misal pendapatan bunga dari dana bergulir)
telah diterima, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas Daerah" di
debet dan "Pendapatan Bunga Dana Bergulir -LO" di kredit dengan

Uraian Rekening Debet Kredit
Kas di Kas Daerah

Pendapatan Bunga Dana Bergulir-LO

xxx
Xxx
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Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat

pendapatan LRA "Estimasi Perubahan SAL" di debet dan "Pendapatan

LRA" di kredit

Uraian Rekening Debet Kredit
Estimasi Perubahan SAL

Pendapatan Bunga Dana Bergul ir-LRA
xxx

Xxx

Pelepasan Investasi

1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan Dokumen Transaksi

yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas Daerah"

di debet serta "Pendapatan Bunga-LO" dan "Investasi Jangka Pendek" di kedit

Uraian Rekening Debet Kredit
Kas di Kas Daerah

Pendapatan Bunga-LO
Investasi Jangka Pendek

xxx
xxx
xxx

2)

Uraian Rekening Debet Kredit

Estimasi Perubahan SAL

Pendapatan Bunga-LI(A

xxx
xxx

Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Dalam pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham, berdasarkan

Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat

"Kas di Kas Daerah" di debet serta "surplus Pelepasan Investasi Jangka

LO" dan "Investasi Jangka Panjang" di kedit
Uraian Rekening Debet Kredit

Kas di Kas Daerah

Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO

Investasi Jangka Panjang

xxx
xxx
xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat

"Estimasi Perubahan SAL" di debet dan "Pendapatan Bunga-LRA" di kredit

Sebagai transaksi realisasi anggara& Fungsi Akuntansi PPKD mencatat

"Estimasi Perubahan SAL" di debet dan "Penerimaan Pembiayaan" di kedit
sebesar nilai kas diterima

Uraian Rekening Debet Kredit
Estimasi Perubahan SAL

Penerimaan Pembiayaan

xxx
xxx
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F. Akuntansi Kewajiban ppKD

l. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait daram sistem akuntansi kewajiban di ppKD terdiri atas:
Fungsi Akuntansi ppKD, BUD dan ppKD.
a. FungsiAkuntansi-ppKD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi pada ppKD dengan memiliki
tugas sebagai berikut:
l) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi

yang sah ke Buku Jurnal Umum;
2) memposting jumal-jumal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar

masing-masing rekening (rinciaa objek);
3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran

(LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan bperasional (LO), fif'o.-
Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuang* iCuif;.

b. Bendahara Umum Daerah (BUD)
Dalam sistem akuntansi kewajiban, BUD melakukan fungsi mengadminishasi
penerimaan utang, pembayaran utang dan reklasifikasi utang, sehingga BUD
memiliki tugas:

l) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi
utang;

2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi
PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan
keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD antara lain:

a. Peraturan Gubemur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

b. Surat Perjanjian Utang;

c. Nota Kredit;
d. SP2D LS.

Langkah-Langkah Teknis dan Jumal Standar

a. Penerimaan Utang

Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya penerimaan
pembiayaan ke rekening kas daerah, Fungsi Akuntansi PPI(D mengakui adanya
kewajiban jangka panjang dengan mencatat jumal "Kas di Kas Daerah" di debet
dan "Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek terkait)" di loedit dengan

Uraian Rekening Debet Kredit
Kas di Kas Daerah

Kewai iban Jangka Pani ang

xxx
xxx

3.

64



Sebagai transaksi realisasi anggaran
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat

terhadap realisasi penerimaan pembiayaan,
"Estimasi Perubahan SAL" di debet dan

"Penerimaan di kredit denean iumal:
Uraian Rekening Debet Kredit

Estimasi Perubahan SAL

Penerimaan Pembiayaan

xxx
xxx

Pembayaran Kewajiban

Realisasi pembayaran kewajiban dilakukan melalui proses penatausahaan yang
dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D.
Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi Akuntansi PPI(D mencatat "Kewajiban
Jangka Panjang (sesuai rincian objek terkait)" dan "Beban Bunga Pinjaman" di
debet dan Kas di Kas Daerah" di kedit

Uraian Rekening Debet Kredit
Kewaj iban Jangka Panj ang

Beban Bunga Pinjaman

Kas di Kas Daerah

xxx
xxx

xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pengeluaran pembiayaan
dan belanja bunga, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat "Pengeluaran
Pembiayaan" dan "Belanja Bunga Pinjaman" di debet dan "Estimasi Perubahan
SAL" di kredit

Uraian Rekening Debet I(redit
Pengeluaran Pembiayaan

Belanja Bunga Pinjaman

Estimasi Perubahan SAL

xxx
xxx

xxx

Reklasifikasi Utang

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan
bukti memorial terkait pengakuan bagian utang j angka panjang yang harus dibayar
tahun ini. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar
bagi Fungsi Akuntansi PPI(D untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan
mencatat "Kewajiban Jangka Panjang" di debet dan "Bagian Lancar Utang Jangka

di kredit
Uraian Rekeninq Debet Kredit

Kewaj iban Jangka Panj ang

Bagian Lancar Utang Jangka Paniang

xxx
xxx
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d. Utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga)-IWP dan Pajak

Berdasarkan Dokumen SP2D-LS, Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan bukti

penyetoran FPK menggunakan SSP, SSBP, atau dokumen lain. setelah diotorisasi

ot"t ppro, bukti tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk

melakukan pencatatan penerimaan dan penyetoran PFK dengan jumal:

Jumal LO atau Neraca
Uraian Debet Kredit

Kas di Kasda

Utang PFK

xxx
xxx

G, Akuntansi PembiaYaan PPKD

1. Pihak-PihakTerkait

Pihak-pihakyangterkaitdalamsistemakuntansikewajibandiPPKDterdiriatas:
Fungsi Akuntansi PPKD, BUD dan PPKD'

a. Fungsi Akuntansi-PPKD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi pada PPKD dengan memiliki

tugas sebagai berikut:

1)mencatattransaksi/kejadianinvestasilairrrryaberdasarkanbukti.buktitransaksi
Yang sah ke Buku Jumal Umum;

2) memposting jumal-jumal transaksilkejadian investasi ke dalam Buku Besar

masing-masing rekening (rincian objek);

3) menyusun laporan keuangan, yTg lt{".i -d*i Laporan Realisasi .Anggaran
(LRA), Laporan p"'tutran' SAL GF-SAL)' Laporan Operasional (Lo)' Laporan

PerubahanEkuitas(LPE),Neraca.danCatatanatasLaporanKeuangan(CaLK).

b. Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, BUD melakukan fungsi mengadministrasi

penerimaan utang, p"rntuy-* 
"tang 

dan reklasifikasi utang' sehingga BUD

memiliki tugas:

1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan' pembayaran dan reklasifikasi

utang;

2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Flrngsi Akuntansi
' 

PP(D yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD'

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan

k"o-g* P"."rintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK'
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2. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD antara lain:

a. Peraturan Gubemur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

b. Surat Perjanjian Utang;

c. Nota Kredit;

d. SP2D LS.

3. Langkah-Langkah Teknis dan Jumal Standar

a. Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada dasamya merupakan akuntasi yang

tidak berdiri sendiri. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini melekat pada

pencatatan transaksi lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset

nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah

jumal komplementer yang melengkapi jumal transaksi pelepasan investasi,

transaksi penerimaan utang dan transaksi lairurya yang sejenis.

Fungsi akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas Daerah" di debet dan "Kewajiban
di kredit

Uraian Rekening Debet Kredit
Kas di Kas Daerah

Kewaiiban Jangka Paniang

xxx
xxx

Berdasarkan transaksi atas, Fungsi akuntansi PPKD mencatat "Estimasi
Perubahan SAL" di debet dan "Penerimaan Pembiayaan" di kredit umal:

Uraian Rekening Debet Kredit
Estimasi Perubahan SAL

Penerimaan Pembiayaan

xxx
xxx

Pengeluaran Pembiayaan

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD, akuntansi
pengeluaran pembiayaan PPKD pada dasamya juga merupakan akuntansi yang
tidak berdiri sendiri. Akuntansi pengeluaran pembiayaan ini melekat pada

pencatatan transalsi lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset

nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah
jumal komplementer yang melengkapi jumal transaksi perolehan investasi,
transaksi pembayaran utang dan transaksi lairurya yang sejenis.

Fungsi akuntansi PPKD mencatat pembayaran pokok pinjaman dari bank atau
lembaga keuangan pada "Kewajiban Jangka Panjang" di debet dan "Kas di Kas
Daerah" di kredit

Uraian Rekening Debet Kredit
Kewaj iban Jangka Panj ang

Kas di Kas Daerah

xxx
xxx
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Berdasarkan Bukti Memorial yang telah diotorisasi, PPKD, Fungsi akuntansi PPKD

mencatat "Pengeluaran Pembiayaan" di debet dan "Estimasi Perubahan SAL" di

kredit
Uraian Rekening Debet Kredit

Pengeluaran Pembiayaan

Estimasi Perubahan SAL

xxx
xxx

Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi dalam jumal penyesuaian dan

koreksi PPKD adalah sebagai berikut :

a) Fungsi Akuntansi PPKD

b) PPKD

2) Langkah-Langkah Teknis

a) Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, berdasarkan

dokumen atau bukti koreksi terkait, Fungsi Akuntansi PPKD membuat bukli
memorial terkait koreksi kesalahan pencatatan. Selanjutnya bukti memorial

tersebut diotorisasi oleh PPKD dan kemudian digunakan sebagai dasar Fungsi

Akuntansi PPKD untuk membuat koreksi atas jumal yang salah catat tersebut.

Misal, transaksi beba&belanja hibah dicatat pada beban/belanja subsidi. Untuk
melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat

"Beban Hibah" di debet dan "Beban Subsidi" di kredit

Uraian Rekening Debet Kredit
Beban Hibah

Beban Subsidi

xxx
xxx

Selain itu pada saat bersamaan terhadap koreksi atas realisasi belanja, Fungsi

Akuntansi PPKD mencatat "Belanja Hibah" di debet dan "Belanja Subsidi" di
kredit

Uraian Rekening Debet Kredit
Belanj a Hibah

Belania Subsidi

xxx
xxx

Beban Penyisihan Piutang

Dalam metode penyisihan (Allowance method), setiap akhir tahun berdasarkan

Laporan Neraca atau Laporan golongan umur piutang pemerintah daerah akhir
periode, Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat cadangan piutang tak tertagih.

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Beban Penyisihan Piutang" di debet dan

" di kredit

Uraian Rekening Debet Kredit
Beban Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang

xxx
xxx
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Pada saat terbit Keputusan Gubemur tentang Penghapusan Piutang, Fungsi

Akuntansi PPKD mencatat "Penyisihan Piutang ..." di debet dan "Piutang..." di

kredit
Uraian Rekening Debet Ituedit

Penyisihan Piutang

Piutang

xxx
xxx

I. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo PPKD

1) Jumal

Sebagai entitas akuntansi, sKPD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari

pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi

tersebut dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD sesuai dengan dokumen transaksinya ke

dalam buku jurnal.

Contoh format buku jumal yang digunakan Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PPKD

Buku Jumal

Tgl No. Bukti Kode Rek Uraian Ref
Debet
( Rp)

Kredit
( Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Kupang, ..............20XX
Fungsi Akuntansi PPI(D

(..................................)
NIP. .............................

2) Buku Besar

Tahapan selanjutr:ya setelah pencatatan hansaksi melalui jumal adalah posting ke

buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi PPKD mem-posting atau

memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-

masing akun. Format buku besar yang digunakan adalah sebagai berikut:
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BUKU BESAR PENDAPATAN-LRA/BELANJA

Kode Rekening

Nama Rekening

Pagu APBD

Pagu APBDP

Kupang, ....................20XX

Fungsi Akuntansi PPKD

(..........................................)

NIP.

3) Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan laporan
keuangan, Fungsi Akuntansi PPI(D menyusun Neraca Saldo. Neraca Saldo adalah
suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu.
Format Neraca Saldo yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NERACA SALDO PPKD

PER

Kode Rekening Uraian
Jumlah

Debet Kredit
1 2 J 4

Kupang, ..............20xx
Fungsi Akuntansi PPI(D

(.................................)
NIP.
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J. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

1. Ketentuan Umum

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui proses

akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD. Jurnal dan

posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam
penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 5 Laporan

Keuangan yang dibuat oleh PPKD sebagai entitas akuntansi, yaitu:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);

c) Neraca;

d) Laporan Operasional (LO);

e) Laporan Arus Kas (LAK);

0 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)'
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Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan PPKD:

Menyiapkan Kertas Kerja

MembuatNeraca
Saldo Setelah
Penyesuaian

Mengisi Neraca
Saldo Sebelum

P€nyesuaian

Membuat Jurnal
Penyesuaian

Menyusun Laporan Keuangan

Menlusun LRA
Jumal Penutup

LRA & NS
Setelah Penutupan

LRA

Men),usun LO,
Jumal Penutup LO

& NS Setelah
Penutupan LO

Menyusun Nerac4
Jumal Penutup

Akhir & NS Akhir

Menyusun Laporan
Perubahan Ekuitas

Menyusun Catatan atas

Laporan Keuangan

2. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penlusunan laporan keuangan adalah :

a) Fungsi Akuntansi PPKD

b) PPKD

3. Langkah-Langkah Teknis

a) Menyiapkan Kertas Kerja

Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk

meryusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam

proses pembuatan Laporan Keuangan' Kertas kerja berguna untuk mempermudah

proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.



Penggunaaa format dalam hal ini disesuaika-n dengan kebutuhan yang berkembang.
Informasi minimal yang harus ada dalam format kertas keda tercantum dalam tabil

(1) Mengisi Neraca Saldo Sebelum penyesuaian

Fungsi Ak,ntansi ppKD 
- melakukan rekapiturasi saldo-saldo buku besarmenjadi neraca sardo. Angka-angka ,"ru"u .ido t..sebut diletakkaa di kolom'Neraca Saldo,, yang terdapat pala f..t* f"4u.

(2) Membuat Jumal penyesuaian

Fungsi Akuntansi ppKD membuat jumal penyesuaian. Jumal ini dibuat densantujuan melakukan penyesuaian uru. .utal 
-p"a" 

J*-"k* ;;il.ffiipengakuan atas transaksi_transaksi yang U".r#ut ut-A. il;;;;;r#
Hr#* 

diletakkan dalam kotom .,i,*!r;;: yang terdapat prai r.rt^
Jumal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:
(a) Koreksi kesalahan/pemindahbukuan;

(b) Pencatatan jumal yang belum dilakukan ; dan
(c) pencatatan piutang, persediaan dan/atau aset lainnya pada akhir tahun.(3) Membuat Neraca Saldo Setelah penyesuaian

Fungsi Akuntansi ppKD merakukan penyesuaian atas neraca sardo berdasarkanjumar penvesuaian vang terarr aiuuaiseTei"il"l". iu',, yang terah disesuaikan

;:1tthofl!;*o-lom 
"Nerac, s;il;;.d;' i.,y.,uui*,. yans rerdapat

b) Menyusun Laporan Keuangan
(l ) Menlusun LRA. me

Penutupan LRA 
mbuat jumal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah

HH*il-XTil:|P vang.telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi ppKD
a,gi**a**r"il,i#Hl1til"j}n*f##H;;,*l3rJ;#fiil;
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Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal

penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi

0. Jurnal penutup tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut:

(a) Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran yang dibuat di awal

tahun

(b) Jurnal
LRA

Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit-

(c) Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit-LRA

Estimasi Perubahan SA

pada akun

Kemudian setelah membuat jurnal penutup, Fungsi Akuntansi PPKD

menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA. Berikut ini adalah format

LRA PPI(D:
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMI]R

PPKD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAI\I DAN BELANJA

Untuk Tahun Yang Berakhir s.d.31 Desember 20XX-1 dan 20XX-2

Apropriasi Belanja
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
Estimasi Perubahan SAL

Estimasi Pendapatan-LRA
Estimasi Penerimaan PembiaYaan

Nama Rekening Debet Kredit

Pendapatan-LRA
Penerimaan PembiaYaan-LRA

Belanja
Pengeluaran PembiaYaan

Sumlus (Defisit)-LRA

xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

AL

Nama Rekening Debet Kredit

Surplus (Defisit)-LRA
Estimasi Perubahan SAL

xxx
xxx

I PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAEBAH

3 Pendapatan Pai ak Daerah

4 Pendapatan Retribusi Daerah

5 Pend. Pengel. Kekayaan Daerah yqng Dipisahkan

6 Lain-lain PAD Yang Sah

7 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

8 PENDAPATAN TBANIEEB

9 Transfer Pemerintah Pusst - Dana Perimblngan

l0 Dana Bagi Hasil Pajak
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ll Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

t2 Dana Alokasi Umum

l3 Dana Alokasi Khusus

t4 Jumlah Pendaoatan Transfer Dana Perimbansan

l5 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnva

l6 Dana Otonomi Khusus

t7 Dana Penyesuaian

l8 Jumlah Pend. Transfer Pem. Pusat-Lainnya

l9 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER

20 LAIN.LAIN PENDAPATAN YANG SAH

2l Pendapatan Hibah

22 Pendapatan Dana Darurat

23 Pendapatan Lainnya

24 Jumlah LainJain Pendapatan vans Sah

25 JUMLAH PENDAPATAN

26 BELANJA

27 BELANJA OPERASI

28 Belania Pegawai

29 Belanja Barang

30 Bunga

3l Subsidi

32 Hibah

33 Bantuan Sosial

34 JUMLAH BELANJA OPERASI

35 BELANJA MODAL
36 Belanja Tanah

37 Belanja Peralatan dan Mesin

38 Belanja Gedung dan Bangunan

39 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

40 Belanja Aset Tetap Lainnya

4t Belania Aset Lainnya

42 JUMLAH BELANJA MODAL
43 BELANJA TAK TERDUGA

44 Belania Tak Terdusa

45 JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA

46 Jumlah Belania

47 TRANSFER

48 Transfer/Bagi Hasil ke Desa

49 Bagi Hasil Paiak

50 Bagi Hasil Retribusi

5l Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

52 JUMLAH TRANSFEWBAGI HASIL KE DESA

53 JUMLAH BELANJA & TRANSFER

54 PEMBIAYAAN
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55 Penerimaan Pembiayaan

56 Penggunaan SiLPA

57 Pencairan Dana Cadangan

58 Hasil Peniualan Kekayaan Daerah yane Dipisahkan

59 Piniaman Dalam Neseri - Pemerintah Pusat

60 Piniaman Dalam Negeri - Pemda

6l Piniaman Dalam Neseri - LK Bank

62 Pinjaman Dalam Negeri - LK Bukan Bank

63 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

64 Piniaman Dalam Neseri - Lainnya

65 Penerimaan Kembali Pinj. kepada PN

66 Penerimaan Kembali Pini. kepada PD

67 Penerimaan Kembali Pini. kepada Pemda Lainnya

68 Jumlah Penerimaan

69 Penqeluaran Pembiayaan

70 Pembentukan Dana Cadangan

7t Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

72 Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pem. Pusat

73 Pembayaran Pokok Piniaman DN-Pemda Lainnva

74 Pembayaran Pokok Piniaman DN-LKB

75 Pembayaran Pokok Pinjaman DN-LKBB

76 Pembavaran Pokok Piniaman DN-Oblisasi

77 Pembayaran Pokok Piniaman DN-Lainnya

78 Pemberian Piniaman kepada Perusahaan Negara

79 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

80 Pemberian Piniaman kepada Pemda Lainnya

8l Jumlah Penqeluaran

82 Pembiavaan Neto

83 Sisa Lebih Pembiayaan Anssaran

(2) Menyusun LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO
Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang tennasuk dalam
komponen Laporan operasional untuk kemudian membuat Laporan
Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal
penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.

Berikut ini contoh jurnal penutup LO.
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Nama Rekening Debet Kredit
Pendapatan Operasional-LO
Pendapatan Pos Luar Biasa

Beban Operasioanl
Beban Pos Luar Biasa
Surplus (Defisit)-LO

xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi PPKD
menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikut ini adalah format LO
PPKD:

PEMERINTAH PROVINSI I\USA TENGGARA TIMTIR
PPKD

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir s.d.31 Desember 20XX-1 dan 20XX-2

(Dalam Rupiah)

No Uraian 20xx 20xx
-1

Naik
'Turun

o/o

KEGIATAN OPERASIONAL
I PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Paiak Daerah
4 Pendapatan Retribusi Daerah
5 Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan
6 Lain-lain PAD yane Sah

7 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH
9 PENDAPATAN TRANSFER
0 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
I Dana Bagi Hasil Paiak
') Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
J Dana Alokasi Umum
4 Dana Alokasi Khusus
5 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
7 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnva
8 Dana Otonomi Khusus
9 Dana Penyesuaian

20 Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnva
2t JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER
22 LAIN.LAIN PENDAPATAN YANG SAH
23 Pendapatan Hibah
24 Pendapatan Dana Darurat
25 Pendapatan Lainnya
26 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah
27 JUMLAH PENDAPATAN
28 BEBAN
29 Beban Pegawai
30 Beban Persediaan
3l Beban Jasa
32 Beban Pemeliharaan
JJ Beban Perialanan Dinas
34 Beban Bunga
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No Uraian 20xx 20xx
-1

Naik
lTurun)

35 Beban Subsidi
36 Beban Hibah
37 Beban Bantuan Sosial
38 Beban Penltsutan
39 Beban Transfer
40 Beban LainJain
4t JUMLAH BEBAN
42 SurDIus (Defisit) dari Operasi
43 SurDlus (D€Iisit) dari Kesiatan Non Operasional
44 Sumlus Peniualan Aset Non Lancar
45 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
46 Defisit Peniualan Aset Non Lancar
47 Defisit Penvelesaian Kewaiiban Janska Panians
57 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya
59 Jumlah SurDlus (Defisit) dari Kesiatan Non Op
60 SurDlus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa
6l Pos Luar Biasa
62 Pendapatan Luar Biasa
63 Beban Luar Biasa
64 Jumlah Pos Luar Biasa
65 Surplus (Delisit)-LO

(3) Menl.usun Neraca, jumal penutup akhir, dan Neraca Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi Akuntansi PPKD
membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Fungsi Akuntansi
PPKD membuat jumal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit-LO
ke akun Ekuitas.

Berikut contoh akhir.
Nama Rekening Debet Kredit

Surplus (Defisit)-LO

Ekuitas

xxx

xxx

Setelah membuat jumal penutup akhir, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun
Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk
periode akuntansi yang selanjutnya.

Berikut merupakan contoh format neraca PPKD Pemerintah Provinsi.

78



PEMERINTAH PRO\TNSI NUSA TENGGARA TIMI]R
PPKD

NERACA
Per 3l Desember 20XX dan 20XX-1

@alam Rupiah)

No Uraian 20xx 20xx-1
I ASET
.|

Aset Lancar

3 Kas di Kas Daerah

4 Kas di Bendahara Pengeluaran

5 Kas di Bendahara Penerimaan

6 Investasi Janska Pendek

7 Piutang Paiak

8 Piutans Retribusi

9 Penyisihan Piutang

l0 Beban Dibayar Dimuka

ll Bagian Lancar Piniaman kepada PN
t2 Basian Lancar Piniaman kepada PD

13 Basian Lancar Piniaman kepada PP

t4 Baeian Lancar Piniaman kepada Pemda Lainnya

l5 Baeian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

l6 Basian Lancar TGR

t't Piutang Lainnya

l8 Persediaan

l9 Jumlah Aset Lancar

20 Investasi JaIlgka Panjang

2t Investasi Nonpermanen

22 Pinjaman Jangka Panjang

23 lnvestasi dalam SUN

24 Investasi dalam Proyek Pemb44gq4q4-
25 Investasi Nonpermanen LainnYa

26 Jumlah lnvestasi Nonpennanen

27 Investasi Permanen

28 Penyertaan Modal Pemda

29 Investasi Permanen Lainya

30 Jumlah Investasi Permanen

3l Jumlah Investasi Jangka Panjang

32 Aset Tetap

33 Tanah

34 Peralatan dan Mesin

35 Gedunq dan Bangunan

36 Jatar, Irigasi, dan Jaringan

37 Aset Tetap Lainnya
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No Uraian 20xx 20xx-t
38 Konstruksi dalam Penger jaan

39 ,4kumulasl Penyusutan

40 Jumlah Aset Tetap

4t Dana Cadangan

42 Dana Cadangan

43 Aset Lainnya

44 Tagihan Penjualan Angsuan

45 Tuntutan Ganti Rugi

46 Kemitraan dengan Pihak Ketiqa

47 Aset Tak Berwuiud

48 Aset LainJain

49 Jumlah Aset Lainnva
50 KEWAJIBAN
5l Kewaj iban Jangka Pendek

52 Utang Perhilungan Pihak Ketiga (PFK)

53 Utang Bunga

54 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

55 Pendapatan Diterima Dimuka

56 Utang Belanja

57 Utang Jangka Pendek Lainnya

58 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

59 Kewajiban Jangka Panjarg
60 Utang Dalam Negeri-Perbankan

6t Utang Dalam Negeri-Obligasi

62 ?remium (Diskonto) Obligasi

63 Utang Jangka Panjang Lainnya

64 Jumlah Kewaiiban Jangka Panjang

65 Ekuitas

66 Ekuitas

67 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

(4) Menlusur Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan perubahan Ekuitas
menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan
yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat
sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan
ekuitas PPKD.
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Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ek-uitas PPKD
Pemerintah Provinsi.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PPKD

LAPORAN PERUBAI{AN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKIIIR 31 DESEMBER 2OXX.2 DAN 2OXX-1

@alam Rupiah)

No. Uraian 2oxx 20xx-1
I Ekuitas Awrl Xxx Xxx
2 Suplus (Defisit) LO Xxx Xxx
3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebij akan /Kesalahan

Mendasar Xxx Xxx
4 Koreksi Nilai Persediaan Xxx Xxx
5 Selisih Revaluasi Aset Tetap Xxx Xxx
6 Lain-lain Xxx Xxx
7 Ekuitas Akhir Xxx Xxx

(5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Hal-hal yang diungkapkan di dalam
Catataa atas Laporan Keuangan antara lain:

a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi mako;
c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

d) Informasi tentang dasar penlusunan laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yaag dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi
dan kej adian-kej adian penting lainnya;

e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar
muka laporan keuangan;

f) Informasi yang diharuskan oleh pemyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuaagan;
dan

g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
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Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PPKD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I Pendahuluan

l.l Maksud dan tduan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

2 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan

3 Penjelasan pos-pos laporan keuangan

3.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1 Pendapatan-LRA

3.1.2 Belanja dan Transfer

3.1.3 Penerimaan Pembiayaan

3.1.4 Pengeluaran Pembiayaan

3.2 Pos-pos Laporan Operasional

3.2.1 Pendapatan-LO

3.2.2 Beban

3.2.3 Surplus Non Operasional
3.2.4 Defisit Non Operasional

3.3 Pos-pos Neraca

3.3.1 Aset
3.3.2 Kewajiban
3.3.3 Ekuitas

3.4 Informasi Penting Lainnya
4 Penjelasan atas informasi non keuangan pemerintah daerah
5 Penutup
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,,rrr#tl[Ir*.,
PELAPORA}I KEUANGAN KONSOLIDASIAI{

Ketentuan Umum
l. Pengertian

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan.
Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut dihasilkan dari masing-masing SKpD dan
PPKD yang kemudian dijadikan dasar penyusunan Laporan Keuangan pemerintah
Daerah (LKPD).

2. Deskripsi Kegiatan
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyaj ikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah
adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan
untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya. Untuk memenuhi tujuan tersebut, LKPD menyediakan
informasi mengenai entitas pelaporan dalam posisi keuangan per tanggal pelaporan,
dan hasil operasi dan arus kas untuk periode pelaporan. Berikut dijelaskan informasi
yang disajikan dalam LKPD. LKPD berbasis akrual, menyajikan informasi dalam
laporan keuangan mengenai :

l) Aset
2) Kewajiban
3) Ekuitas
4) Pendapatan-LRA
5) Belanja
6) Transfer
7) Pembiayaan
8) Saldo Anggaran Lebih
9) Pendapatan-LO
l0) Beban
I 1) Kegiatan Non Operasional
12) Pos Luar Biasa
13) Arus Kas

Proses penyusunan laporan keuangan dimulai dari masing-masing SKpD dan ppKD.
Selanjutnya seluruh laporan keuangan SKPD dan PpKD di konsolidasikan oleh ppKD
menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD).

LKPD secara lengkap diterbitkan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun
anggaran, kecuali Laporan Realisasi Anggaran diterbitkan sekurang-kurangnya setiap
semesteran atau periode yang lebih pendek sesuai ketentuan peraturan yang lebih
tinggi.



B. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

1. Ketentuan Umum

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan
gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi,
sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi
dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah
daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKpD dan Lntitai akuntansi
PPKD menjadi dasar dalam penlusunan laporan keuangan.

Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PpKD, yaitu:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);

c) Neraca;

d) Laporan Operasional (LO);

e) Laporan Arus Kas (LAK);

f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
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3.

Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah:

Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi

Menlusun LRA,
Jumal Penutup LRA,

dan NS Setelah
Penutupan

Menyusun LO,
Jumal Penutup LO,

dan NS Setelah
Penutupan

Menlusun
Neraca, Jumal
Penutup Akhit
dar NS Akhir

Menluun
Laporan Arus Kas

Men}lrsun
Laporan

Pembahan Ekuitas

Men)4rsun Catatan atas laporan Keuangan

Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
adalah sebagai berikut :

a) Fungsi Akuntansi PPKD

b) PPKD

Langkah-Langkah Teknis

a. Menyiapkan Kertas Kerja Konsolidasi

Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas ke4a (worksheet) dengan lajur sesuai
banyaknya SKPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan
SKPD dan PPKD. Kertas kerja ini adalah alat bantu yang digunakan untuk
menyiapkan kolom neraca saldo pemerintah daerah dalam kertas kerja penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kertas kerja berguna untuk mempermudah
proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

Membuat
Neraca Saldo

Pemda

Membuat Jurnal
Eliminasi

Mengisi Neraca
Saldo SKPD
dan PPKD



Neraca Saldo SKPD dan Neraca sardo ppKD yang dimasukkan ke daram kertaskerja konsolidasi adarah Neraca Saldo yaie ludah Jisesuaitan. Setelah
memasukkan semua neraca saldo ke dalam k-ertas kerja konsolidasi, Fungsi
Akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk .engt upus akun transiio.is yui"tu
RK PPKD dan RK sKpD. Berdasarkan Neraca satao drpD dan Neraca SaldoPPKD serta Jurnal Eliminasi, Fungsi Akuntansi ppKD mengisi Neraca Sardo
Pemerintah Daerah.

Untuk eliminasi kedua akun tersebut, fungsi akuntansi ppKD mencatat ,,RK-
PPKD" di debet dan "RK-SKPD,' di kredit dinean iurnal:

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang.
Infolmasi minimal yang harus ada pada format kertas keria sebagai berikut.

t urnal:
Nama Rekening Debet Kredit

RK-PPKD

RK-SKPD
xxx

xxx

Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi

l) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah
Penutupan LRA

Berdasarkan Neraca Saldo Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi ppKD
mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi
Anggaran dan kemudian disajikan dalam "Laporan Realisasi Anggaran,,.

Nilai kolom debet dan kredit pada kolom "Laporan Realisasi Anggaran"
dijumlahkan. Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai "SILPA tahun
berjalan". Nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang nilainya lebih kecil,
sehingga akan diperoleh nilai yang seimbang antara kolom debet dan kredit.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, PPKD juga membuat jurnal penutup.
Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0.
Berikut contoh iurnal LRA.

Nama Rekening Debet Kredit
Pendapatan-LRA
Penerimaan Pembiayaan

Apropiasi Belanja
Apropiasi Pengeluaran Pembiayaan

Estimasi Perubahan SAL
Belanja
Pengeluaran Pembiayaan

Estimasi Pendapatan

Estimasi Penerimaan Pembiayaan

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
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Selanjutnya, setelah membuat jurnal penutup, Akuntansi PPKD menyusun
Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Realisasi Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Untuk Tahun Yang Berakhir s.d.31 Desember 20xx-1 dan 20xx-2
(Dalam Rupiah)

I PENDAPATAN

2 PENDAPATANASLI DAERAH
3 Pendapatan Paiak Daerah

4 Pendapatan Retribusi Daerah

5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Oaerah
yang Dipisahkan

6 Lain-lain PAD yane Sah

7 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

8 PENDAPATAN TRANSFER

9 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbanqan

l0 Dana Bagi Hasil Paiak

I Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

t2 Dana Alokasi Umum

l3 Dana Alokasi Khusus

t4 Jqmlah Pendapatan Transfer Dana Perimbansan

l5 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnva

t6 Dana Otonomi Khusus

t7 Dana Penyesuaian

l8 Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnva

l9 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER

20 LAIN.LAIN PEI\IDAPATAN YANG SAH

2t Pendapatan Hibah

22 Pendapatan Dana Danrat

23 Pendapatan Lainnya

24 Jumlah Lain-lain Pendapatan vane Sah
25 JUMLAH PENDAPATAN

26 BELANJA

27 BELANJA OPERASI

28 Bunga

29 Subsidi

30 Hibah

3l Bantuan Sosial

32 JUMLAHBELANJA OPERASI

33 BELANJA TAKTERDUGA

34 Belanja Tak Terduga

35 JT'MLAH BELANJA TAK TERDUGA

36 Jumlah Belanja
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37 TRANSFER

38 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

39 Bagi Hasil Pajak

40 Bagi Hasil Retribusi

4t Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

42 Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan

43 Transfer Bantuan Keuangan

44 Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemda Lainnya

45 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

46 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

47 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan

48 JUMLAHTRANSFER

49 JUMLAH BELANJA & TRANSFER

50 SURPLUS (DEFTSTT>LRA

5l PEMBIAYAAN

52 Penerimaan Pembiayaan

53 Pengzunaan SiLPA

54 Pencairan Dana Cadangan

55 Hasil Peniualan Kekavaan Daerah vane Dioisahkan

56 Piniaman Dalam Neeeri - Pemerintah Pusat

57 Piniaman Dalam Negeri - Pemda

58 Piniaman Dalam Neeeri - Lembasa Keuanean Bank
59 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan

Bank

60 Piniaman Dalam Neeeri - Oblieasi

6t Piniaman Dalam Negeri - Lainnya
62 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan

Negara
63 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan

Daerah
64 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda

Lainnya

65 Jumlah Penerimaan

66 Penqeluaran Pembiavaan

67 Pembentukan Dana Cadangan
68 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

69 Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pem. Pusat

70 Pembayaran Pokok Piniaman DN-Pemda Lainnya

7l Pembayaran Pokok Piniaman DN-LKB

72 Pembayaran Pokok Piniaman DN-LKBB

73 Pembayaran Pokok Piniaman DN-Oblieasi

74 Pembavaran Pokok Piniaman DN-Lainnva

75 Pemberian Piniaman kepada Perusahaan Nesara

76 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

77 Pemberian Pinjaman kepada Pemda Lainnya

78 Jumlah Pengeluaran

79 Pembiayaan Neto

80 Sisa Lebih Pembiavaan Ancsaran
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Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

2) Menyusun LO, membuat jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah
Penutupan LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD
mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan
Operasional untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, PPKD juga membuat jurnal penutup. Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun Lo menjadi 0. Berikut ini
contoh iurnalurna

Nama Rekening Debet Kredit
Pendapatan-LO

Beban

Surplus (Defisit)-LO

xxx

xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi PPKD menyusun
Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan operasional Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL

LO

Untuk Tahun Yang Berakhir s.d.31 Desember 20XX-f dan 20XX-2

PENDAPATAN ASLT DAERAH

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

No Uraian o Realisasi
20x320xx-2 20xx-2

No Uraian 20xx-1 20xx-2 Naik
"/o

INAL
I PENDAPATAN
2

Pendapatan Pai ak Daerah
4 Pendaoatan Retribusi Daerah
5 Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisatrkan
6 Lain-lain PAD yane Sah

7 Jumlah Pendaoatan Asli Daerah
I PENDAPATAN TRANSFER
10 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbansan
ll Dana Bagi Hasil Paiak
t2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
l3 Dana Alokasi Umum
t4 Dana Alokasi Khusus
l5 Jumlah Pcndapatan Transfer Dana Perimbansan
t7 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnva
l8 Dana Otonomi Khusus
l9 Dana Penyesuaian

20 Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnva
2t Jumlah Pendaoatan Transfer
22

23 Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Danrat
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No Uraian 20xx-l 20xx-2
Nrik

25 Pendapatan Lainnya
26 Jumlah Lrin-lxin PendrDatan yrnq Ssh
)1 Jumlah Pendrpatan
28 BEBAN
29 Beban Pegawai

30 Beban Persediaan

3l Beba! Jasa

32 Beban Pemeliharaan

33 Beban Perialanan Dinas

34 Beban Bunga

35 Beban Subsidi

36 Beban Hibah

3'7 Beban Bantuan Sosial

38 Beban Penwsutan

39 Beban Tmnsfer
40 Beban LainJain
4I JUMLAH BEBAN
42 Surolus (Defisit) deri Ooerssi
43 SurDlus (Dei6it) dsri Kesiatan Non Operasional
41 Sumlus Peniualan Aset Non Lancar
45 Suplus Penyelesaian Kewaiiban Jangka Panjang

46 Defisit Peniualan Aset Non Lancar

41 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

48 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

49 Jumhh Surplus fl)efisit) dlri Kesiatar Non OD

50 SurDlus (Defisit) scbelum Pos Lusr Birsr
5l Pos Luar Birsr
52 Pendapatan Luar Biasa

53 Beban Luar Biasa

54 Jumlah Pos Luar Biasa
55 SurDIus (Defisit)-LO

3)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangar secara keseluruhan

Menyusun Neraca, membuat jumal penutup akhir, dan Neraca Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi Akuntansi PPKD
membuat Neraca, Bersamaan dengan pembuatan Neraca, PPKD membuatjurnal
penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit-Lo ke akun Ekuitas.

Berikut ini contoh akhir.
Nama Rekening Debet Kredit

Surplus (Defisit)-LO
Ekuitas

xxx
xxx

Setelah membuat jumal penutup akhir, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun
Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk
periode akuntansi yang selanjutnya.

Berikut ini merupakan contoh format Neraca Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NERACA

PER 31 DESEMBER 20XX-l DAN 20xx-2
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(D8lam Rupiah)

No Ilrrirn 20xx-l zll\i.-2
ASET
Aset Lancrr

3 Kas di Kas Daerah
4 Kas di Bendahara Pengeluaran

5 Kas di Bendahara Penerimaan
6 Investasi Jangka Pendek

1 Piutang Pajak
8 Piutang Retribusi
9 Penyisihan Piutang

l0 Beban Dibayar Dimuka
t1 Bagian Lancar Pinjaman kepada PN
t2 Bagian Lancar Pinjaman kepada PD
l3 Bagian Lancar Piniaman kepada PP
l4 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya
l5 Bagian Lancar Tagiahan Penjualan Angsuran
l6 Bagian Lanca! TGR
t7 Piutang Lainnya
l8 Persediaan

t9 Jumlah Aset Lancar
20 Irvestssi Jangkr Panixng
2t Investasi Nonpermanen
22 Pinj ainan Jangka Panj ang

23 Investasi dalam SUN
Investasi dalam Proyek Pembangunan

25 Inveslasi Nonpermanen Lainnya
26 Jumlah Investasi Nonpermanen
27 Invest si Permanen
28 Penyertaan Modal Pemda
29 lnvestasi Permanen Lainya
30 Jumlih Investrsi Permanen
3l Jumlah IDvestisi Jtngk Panjang
32 As€t Tetap
33 Tanah

34 Peralatan dan Mesin
-t5 Gedung dan Bangunan
36 Jalan, Irigasi, dan Jaringal
31 Aset Tetap Lainnya
38 Konstruksi dalam Pengeriaan

39 Akumulosi Penyus4ton
40 Jumlah Aset Tetap
4l Dani Cedangrn
42 Dana Cadangan

43 Aset Lainnya
44 Tagihan Penjualan Angsuran
45 Tuntutan Ganti Rugi
46 Kemitraan densan Pihak Ketisa
4'7 Aset Tak Benaujud
48 {set LainJain
49 Jumhh Aset Lsinnya
50 KEWAJIBAN
5l Kewajiban Jangka Pendek

52 Utang Perhitungan Pihak Ketisa (PFK)

53 Utang Burlga
54 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
55 Pendapatan Diterima Dimuka
56 Utang Belanja
51 Utang Jangka Pendek lnimya
58 Jumhh Kewxjiban Jrngka Pendek

9l
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4)

No Uraian 20xx-1 20xt-2
59 Kewaiiban Janpka Psnians
60 Utang Dalam Negeri-Perbankan
6l Utang Dalam Negeri-Oblieasi

62 P.emium (Diskonto) Oblisasi
63 Utang Jangka Panjang Lainnya
64 Jumlah Keraiiban Jxngk Paniaog
65 f,kuitss
66 Ekuitas
61 Jumlsh Ke*rjibrn dan Ekuitss

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Menyusun Laporan Perubahan SAL

Dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat sebelumny4 Fungsi
Akuntansi PPKD dapat men)rusun Laporan Perubahan SAL. Laporan
Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-
tahun sebelumnya.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 3l DESEMBER 20xx-1 DAN 20xx-2
(Dalam Rupiah)

No. Uraian 20xx-l 20xx-2
I Ssldo Anqqrran Lebih Awal
2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun

Berialan
l Sub Total
4 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran

(SiLPA/SiKPA)
5 Sub Total
6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
7 Lain-lain
8 Saldo Anssaran Lebih Akhir

5) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutny4 Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas
menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan
yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat
sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan
ekuitas PPKD.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemrintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PEMERINTAH PROVINSI IIUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 3r DESEMBER 20xx-1 DAil 20xx-2
(Drhm Rupish)
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No. Uraian 20xx-l 20xx-2
I Ekuitas Awrl
2 Sumlus (Defisit) LO

3
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan
Mendasar

4 Koreksi Nilai Persediaan

5 Selisih Revaluasi Aset Tetap
6 LainJain
7 Ekuites Akhir

Membuat Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsur dari
Laporan Arus Kas adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi
tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jumal yang telah dibuat
sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian
diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas
pendanaar! aktivitas transitoris.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

PEMERINTAII PROVINSI ]\USA TENGGARA TIMUR
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampsi Dengan 31 Desember 20xx-1 dan 20xx-2
Melode Langsung
(Dalem Rupiah)

No Urairn 20xx-l 20xx-2
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
2 Arus Masuk Kas
3 Penerimaan Paiak Daeralr
4 Penerimaan Retribusi Daerah

5 Penerimaan Hasil Pengel. Kekayaan Daerah yang
dioisah

6 LainJain PAD vans Sah

7 Dana Basi Hasil Paiak
E Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
9 Dana Alokasi Umum
l0 Dana Alokasi Khusus
ll Dana Otonomi Khusus
t2 Dana Penyesuaian
l3 Penerimaan Hibah
t4 Penerimaan Dana Darurat
15 Psnerimaan I,aimya
t6 Penerimaan dari Pendapatan Luax Biasa

t'7 Jumlah Arus Masuk Kas
l8 Arus Kas Keluar
19 Pembayaran Pegawai
20 Pembayaran Barang
21 Pembayaran Bunga
22 Pembayaran Subsidi
23 Pembayaran Hibah
24 Pembayaran Bantuan Sosial
25 Pembayaran Tak Terduga

26 Pembayaran Bagi Hasil Pajak
27 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi
28 ?embayaran Basi Hasil Penerimaan Lainnya
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No
29

Uraian
Pembayaran Kejadian Luar Biasa

20xx-1 20xx-2

30 Jumlah Arus Kas Keluar
3l Arus Kas Bersih dari Aitivitas Operasi
32 Arus Kas dari Aktivitas lllvcstasi
33 Arus Masuk Kas
34 Pencairan Dana Cadangan
35 Penerimaan Penjualan atas Tanah
36 Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin
37 Penerimaan Penjualan atas Cedung dan Bangunan
38 Penerimaan Penjualan atas Jalan@i-
39 Penerimaan dari Penjualan Aset fetap
40 Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya
41 Hasil Penjualan Kek;yran-t fi;E Dipisatrka,

Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
43 Jumlah Arus Masuk Kas
44 Arus Keluar Kss
45 Pembentukan Dana Cadangan
46 Perolehan Tanah
47 Perolehan Peralatan dan Mesin
48 Perolehan Gedung dan Bangunan
49 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
50 Perolehan Aset Tetap Lainnya
51 Perolehan Aset Lainnva-
52 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
53 Perolehan Investasi Non Permanen
54 Jumhh Arus Keluar Kas
55 Arus Kas Bersih dari Aktiyitas Inycstasi
56 Arus Kas dari Aktiyitas PendaDaan
<7 Arus Masuk Kas
58 Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat
59 PinjamarD@
60 Pinjaman Dalam NeEri{embaga?zuanEan B;;-
6t Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan

Bank
62 Pinjaman Dalam Negeri-Obligas-
63 Piqiaman Dalam Negeri-Lainnya
64 Penerimaan Kembali finjdm-n kepada penrsahaan

Negara
65 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada perusahaan

Daerah
66 Penerimaan Kembali Pinlam-n tepadaFem6-Ialnrvi
67 Jumlah Arus Masuk Kas
68 Arus Keluar Kas
69 Pembayaran Pokok Pinjaman DN - pemerintah pusat
70 Pembayara@
7t Pembayaran Pokok Piniaman Dalam Nes;i lIfB
72 Pembayaran Pokok pinjarn.an Oatam NeEeri- t fEA
73 Pembayaran Pokok Piniaman.alim Neg;a- Oblisasi
'14 P@
75 Pemberian pinjaman kepadaFenrGh nr&iE-
76 PemberianPinjamunkepadiFero aanDiEEf- I
77 Pemberianp@
78 Jumlah Arus Keluar Kas
79 Arus Kas Bersih da"i iLtiritas penaanurn-
80 Arus Kas dqri Aktivitas Transitoris
81 Arus Kas Masuk
82 PenerimaanPe@
83 PenerimaaoAktiuGiMsii6ri-sLain-nya
84 I Jumlah Arus Kas Masuk
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No
84

Uraian
Arus Kas Keluar

20xx-1 20xx-2

85 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
86 Pengeluaran Aktivitas Transitoris Lainnya
87 Jumlah Arus Kas Keluar
88 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Trsnsitoris
89 Kenaikan/Petrurunan Kas
90 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bend. Petrseluaran
9l Saldo Akhir Kas di BUD & Kss di Berd. Petrqeluaran
92 Saldo Akhir Kas di Bendaharalt an Penerimaan
93 Saldo Akhir Kas

7) Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka
yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus
Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara
lain:

a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b) Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi mako;
c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi
dan kejadian-kejadian penting lainnya;

e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka
laporan keuangan;

f) Informasi yang diharuskan oleh Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 3 I Desember 20xx- I

I Pendahuluan

l.l Maksud dan tujuan penyusrman laporan keuangan

1.2 Landasan hukum penltsunan laporan keuangan

1.3 Sistematika penyajiar catatan atas laporan keuangan

2 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
3 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
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6

7

ditetapkan

Kebijakan akuntansi
4 | Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
4.2 Basis ukuntunsi yang mendasari penyusunan LKpD4'3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan LKpD
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

SAP pada pemerintah daerah

Penjelasan pos-pos laporan keuangan

5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan-LRA

5.1.2 Belanja

5.1.3 Transfer

5.1.4 Penerimaan Pembiayaan

5.1.5 PengeluaranPembiayaan

5.2 Pos-pos Laporaa Operasional

5.2.1 Pendapatan-LO

5.2.2 Beban

5.2.3 Surplus Non Operasional

5.2.4 Defisit Non Operasional

5.3 Pos-pos Neraca

5.3.I Aset

5.3.2 Kewajiban

5 .3 .3 Ekuitas
5.4 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan

dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas
akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akruat pada pemerintah
daerah

Penjelasan atas informasi non keuangan pemerintah daerah

Penutup
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Contoh Format Surat Refresentasi Manajemen

PEMERINTAH PROYINSI I\ruSA TENGGARA TIMUR

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Surat Representasi
Manajemen

Kupang, 20X){
Kepada
Yth. Kepala BPK RI Perwakilan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di Kupang

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 20xx-1, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan
Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20xx-1, Neraca per 31
Desember 20xx-1, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami
bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang
material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi
yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan
kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik,
representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan :

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami disajikan sesuai dengan SAP.

2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim
BPK-zu.

3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.

4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah
dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki,
dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.

Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap
hukum dan peraturun yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.

Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.

Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum
diungkapkan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mematuhi semua aspek perjanjian
kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi
pelanggaran.
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10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember

20xx-1 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.

ll. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau

pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak
material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau

pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intem.

12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian
intem.

13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intem dalam hal :

a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan

diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari
kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak
yang tidak sah.

b. Ketaatan pada peraturun yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan
peraturun perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan
keuangan.

14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan siginifikan yang ada pada perancangan dan
pelaksanaan pengendalian intem yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai tujuan pengendalian intem
dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.

15. Kami bertanggungiawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.

16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang
yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan
keuangan.

17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-
RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 3l Maret 20XX
GUBERNUR

NUSA TENGGARA TIMUR,

(...................................)
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BAB V
PENUTUP

Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen untuk

mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan

kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses

identifikasi transaksi keuangan, menjumal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar,

menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan

penyusunan laporan keuangan.

Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa dan menegaskan

tentang transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPD

disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan

menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar.

SAPD yang disajikan dalam Bab I sampai dengan Bab IV mendeskripsikan proses

akuntansi sampai pelaporan keuangan dari elemen-elemen laporan realisasi anggaran, laporan

operasional, dan neraca pemerintah daerah. SAPD sebagai produk baru berbasis akrual perlu

dilakukan soialisasi kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur yang dikoordinir oleh PPKD sebelum diterapkan secara penuh tanggal I Januari 2015.

GUBERNUR NUSATENGGARAw
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